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MOTTO 
َبٝ ب َٖ َُّٝأ  َِ ِٝزَّىا اُْ٘ ٍَ آ  َل اُ٘يُْمَؤر  ٌْ َُنىا َ٘ ٍْ َ أ  ٌْ َُنْْٞ َث  ِوِطَبجْىِبث  ِإ َّل  ُْ َأ  َُ َُ٘نر   حَسبَِجر  ِْ َػ   عاََشر 
 ٌْ ُنْْ ٍِ  َل َٗ اُُ٘يزَْقر  
 ٌْ ُنَُغلّْ َأ  َُّ ِإ  َ َّاللّ  َُ بَم  ٌْ ُِنث   ٌ ِٞدَس 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu.  
(Q.S. An-Nisaa‟: 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah: 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ة ba B Be 
د ta T Te 
س ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
ر kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ر żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
س ra R Er 
ص zai Z Zet 
  ix  
 
ط sin S Es 
ػ syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ع ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
ؽ gain G Ge 
ف fa F Ef 
م qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ه lam L El 
ً mim M Em 
ُ nun N En 
ٗ wau W We 
ٓ ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ٛ ya Y Ye 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah a A 
 ( ِـــــ) Kasrah i I 
(   ْ  ) Dammah u U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. تزم Kataba 
2. شمر Żukira 
3. تٕزٝ Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
أ...ٙ  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...ٗ  Fathah dan wau Au a dan u 
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Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. قٞم Kaifa 
2. د٘ه  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
أ...ٛ  
Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
أ...ٛ  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
أ...ٗ  
Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. هبق Qāla 
2. وٞق Qīla 
3. ه٘قٝ Yaqūlu 
4. ٍٜس Ramā 
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4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. خضٗس هبلطلأا  Rauḍah al-aṭfāl  
2. خذيط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. بّْثس Rabbanā 
2. هّضّ Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ها. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. وجّشىا Ar-rajulu 
2. هلاجىا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. أوم  Akala 
2. ُٗزخؤر Taꞌkhuzūna 
3. ؤْىا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ه٘عسلإ محمد بٍ ٗ Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
 للهذَذىا ةس َِٞىبؼىا  Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ُإٗ الله ٖ٘ىِٞقصاشىاشٞخ  
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 ا٘كٗؤك وٞنىا ُاضَٞىاٗ  
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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    ABSTRAK 
FAISAL HIDAYAT, NIM : 15.21.11.16O “ANALISIS T      DALAM 
FATWA DSN-MUI NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SY RI  H 
CARD TINJAUAN S DD   -  R   H” 
Majelis Ulama Indonesia sebagai himpunan para ulama dan zuama yang salah 
satu tugas-nya adalah merumuskan fatwa yang kemudian menjadi pedoman umat 
muslim Indonesia. Salah satu fatwa dalam bidang ekonomi yang mengatur tentang 
syariʻah card yaitu fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/V/2006 tentang syariʻah 
card. Dimana ketentuan taʻ  ḍ disana menimbulkan kontroversi. Karena akad 
yang digunakan dalam konsep syariʻah card disana adalah menggunakan akad 
yang kewajibanya berupa hutang.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa secara mendalam 
ketentuan taʻ  ḍ  dalam fatwa DSN-MUI No 54/DSN-MUI/V/2006 tentang 
syariʻah card  dengan prespektif sadd a - ar ʻah   
 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literal dimana penulis akan 
menggunakan sumber dari literatur terkait tema yang akan dibahas. Metode yang 
digunakan peneliti adalah deduktif yang mana peneliti akan menganalisis secara 
kritis isi dari fatwa tersebut 
 
Penelitian ini menemukan bahwa fatwa yang dirumuskan oleh DSN-MUI 
sudah tepat apabila dilihat dari sudut pandang sadd a - ar ʻah. Karena apabila 
dilihat dari fungsi penerapan taʻ  ḍ dalam fatwa tersebut merupakan upaya 
preventif terhadap tindakan yang merugikan. 
  
Kata kunci : Fatwa, Taʻ  ḍ, Sadd a - ar ʻah 
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ABSTRACT 
FAISAL HIDAYAT, NIM : 15.21.11.16O “ANALISIS T      DALAM 
FATWA DSN-MUI NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SY RI  H 
CARD TINJAUAN S DD   -  R   H” 
Indonesian Ulema Council as a group of scholars and zuama whose one task 
is to formulate a fatwa which later becomes a guide for Indonesian Muslims. One 
of the fatwas in the field of economics governing shari'ah cards is the DSN-MUI 
fatwa No 54 / DSN-MUI / V / 2006 about shari'ah cards. Where the provisions of 
taʻwi 'there cause controversy. Because the contract used in the concept of shari'ah 
card there is to use a contract that is obligatory in the form of debt. 
 
This type of research is a literal qualitative study in which the author will use 
sources from the literature related to the theme to be discussed. The method used 
by researchers is deductive in which the researcher will critically analyze the 
contents of the fatwa. 
 
Researchers use the theory of Sadd a - ar ʻah as a scalpel to analyze the 
concept of Taʻ  ḍ in the DSN-MUI fatwa No 54 / DSN-MUI / V / 2006 
concerning shari'ah cards. Then the researcher will analyze with two different 
views. 
 
This study found that the fatwa formulated by DSN-MUI was appropriate 
when viewed from the perspective of Sadd a - ar ʻah. Because when viewed from 
the function of applying taʻ  ḍ in the fatwa is a preventive measure against 
adverse actions. 
 
Keywords: Fatwa, Taʻ  ḍ, Sadd a - ar ʻah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan perkembangan zaman menuntut adanya inovasi dalam 
berbagai bidang untuk memudahkan segala aktivitas masyarakat. Dalam 
bidang ekonomi peran perbankan sebagai pembangun ekonomi negara 
memiliki tujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah 
memberikan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan masyarakat secara 
praktis untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu fasilitas tersebut adalah kartu 
kredit.  
Berdasarkan keputusan Bank Indonesia (BI) dalam Surat Bank Indonesia 
No.9/183/DpbS/2001 memberikan wewenang kepada lembaga keuangan 
Syariʻah untuk menerbitkan kartu kredit Syariʻah. Dalam fiqh muamalah 
kartu kredit disebut dengan Biṭaqah Iʻtiman yang artinya memberikan hak 
kepada orang lain atas hartanya dengan ikatan kepercayaan
1
. Jadi SYARIʻAH 
CARD memberikan fasilitas kredit kepada pemegang kartu tertentu dan untuk 
jangka waktu tertentu pula. Karena kemudahannya bisnis kartu kredit 
Syariʻah ini sangat diminati nasabah, menurut Bambang Widjanarko, 
Direktur bisnis PT BNI Syariʻah kartu pembiayaan BNI Syariʻah atau dikenal 
                                                             
1
 Ulul Izmi, Syariʻah Card Perspektif Al Maqasid Syariʻah,2005,Jurnal Ilmiah Ekonomi 
Islam, Vol 01, No 01 Hlm:18 
 
2 
 
 
dengan hasanah card mengalami lonjakan drastis sebesar 35 % setiap bulan 
di tahun 2012
2
. 
Dalam hal perbedaan antara kartu kredit konvensional dengan kartu kredit 
Syariʻah terdapat perbedaan antara lain dalam penetapan bunga. Dalam 
Syariʻah charge card tidak boleh mengandung unsur riba di dalamnya 
sehingga bunga dalam kartu kredit Syariʻah tidak diberlakukan. Namun 
dalam kartu kredit Syariʻah terdapat istilah taʻ  ḍ atau ganti rugi karena 
keterlambatan nasabah dalam membayar kewajibannya. 
Dalam ekonomi Syariʻah setiap hutang yang mendatangkan manfaat 
adalah riba karena akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk 
memperoleh pengahasilan dan bukan pula metode untuk mengeksploitasi 
orang lain. Oleh karena itu, debitur tidak boleh mengembalikan kepada 
kreditur kecuali apa yang telah dihutangnya atau yang serupa denganya sesuai 
kaidah fikih setiap hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba.
3
 
Tabel 1 
Biaya Taʻ  ḍ Hasanah Card 
Subyek to DPD 
stage(Taʻ  ḍ, 
biaya penagihan) 
Clasic Gold Platinum 
X days – 29 days 15.000 35.000 110.000 
30 – 59 days 20.000 50.000 160.000 
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 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid  V, (Jakarta: Republika, 2018) Hlm,  89 
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60 – 89 days 25.000 65.000 220.000 
90 – 119 days 40.000 100.000 340.000 
120 – 149 days 50.000 120.000 410.000 
150 – 179 days 60.000 150.000 480.000 
>180 days 320.000 800.000 2.800.000 
Sumber : BNI Syariʻah 
Dalam data diatas diketahui bahwa penetuan jumlah taʻ  ḍ yang 
dikenakan oleh bank Syariʻah kepada nasabah ditentukan berdasarkan 
kelas/tipe kartu kredit Syariʻah yang dimiliki, dan mengalami penambahan 
taʻ  ḍ seiring lamanya waktu keterlambatan. Daftar taʻ  ḍ diatas sudah 
disepakati antara bank Syariʻah dengan pemegang kartu di awal tranksaksi.4 
Dalam usaha untuk melayani masyarakat di bidang pembiayaan lembaga 
keuangan pasti mengalami kendala, salah satunya adalah kredit macet. 
Sebagaimana dengan pemegang kartu kredit pada umunya, nasabah juga 
memiliki kewajiban yang harus dipenuhi seperti halnya menyelesaikan 
pembayaran tagihan atas transaksi yang dilakukan. Namun tidak menutup 
kemungkinan nasabah terlambat atau lalai dalam menyelesaikan pembayaran 
tagihan atas transaksi yang dilakukan dengan SYARIʻAH CARD. Hal ini tentu 
menimbulkan kerugian pada pihak bank selaku penerbit kartu. 
Oleh sebab itu perlu adanya regulasi dalam hal pemberian sanksi (taʻ  ḍ) 
untuk mengurangi resiko keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran 
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yang dilakukan oleh nasabah. Dengan alasan itu pihak DSN-MUI 
menetapkan konsep taʻ  ḍ yang diharapkan dapat mencegah kerugian yang 
dialami oleh bank selaku penerbit dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 54/DSN-
MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH CARD . Ini juga merupakan kompetitif 
dengan bank konvensional yang menerapkan bunga dengan mengambil 
konsep kehilangan kesempatan atau time value of money apabila nasabah 
mengalami keterlambatan
5
. 
Dasar yang digunakan oleh DSN-MUI dalam hal ini merujuk pada hadist 
berikut:  
 ُوْط ٍَ  ِ ّٜ َِْـىا ٌْيُظ ,...nad .,.. ُّٜ َى  ِذِجا َ٘ ىا  ُّوُِذٝ  ََُٔزثُ٘قُػ  َٗ  َُٔضْشِػ  
“Penundaan utang oleh seorang yang mampu merupakan kezaliman, 
diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepadanya dan dibolehkan 
mencemarkan nama baiknya” (HR. Bukhori).6 Pendapat DSN-MUI tersebut 
tidak kuat karena tidak ada ulama sebelumnya yang menafsirkan sanksi 
dalam hadist tersebut dengan sanksi yang berupa denda sejumlah uang
7
. 
Bahkan dalam kitab Shohih Bukhori menafsirkan hadist tersebut menurut 
Sufyan Tsauri “Mencemarkan nama baik seseorang yang menunda-nunda 
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hutang dengan mengatakan : Si Fulan telah menunda hutang kepadaku, dan 
yang dimaksud dengan sanksi yaitu dengan hukuman kurungan (penjara).
8
   
taʻ  ḍ yang sekilas kita pahami dari uraian diatas mungkin tidak akan 
masalah jika diterapkan pada perjanjian kerjasama seperti mud}arabah atau 
musyarakah, tetapi akan menjadi masalah jika diterapkan pada akad yang 
kewajibanya berupa hutang. Karena pada prinsipnya penambahan dalam 
hutang adalah riba. Ibnu Qudamah dalam kitab al Mughni berkata “setiap 
utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram. Hal ini 
tanpa diperselisihkan ulama”.9 
 Disamping itu konsep taʻ  ḍ yang dirumuskan oleh DSN MUI ditentang 
oleh mayoritas ulama dari lembaga-lembaga fiqh internasional karena dalam 
praktiknya tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan riba jahiliyah. 
Keputusan Majma‟ Al Fiqh Al Islami (Devisi Fikih OKI) No.51 (2/6) 1990 
menyatakan bahwa bagi nasabah yang mampu haram hukumnya untuk 
menunda-nunda pembayaran meskipun demikian syariat tidak 
memperbolehkan penjual membuat persyaratan taʻ  ḍ pada nasabah yang 
terlambat melunasi
10
. Dalam Accounting And Auditing Organizations For 
Islamic Finansial Institutions (AAOIFI) menyatakan lembaga Syariʻah tidak 
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diperbolehkan  membuat persyaratan taʻ  ḍ dalam bentuk uang ataupun 
barang.
11
 
Akan  menjadi hal yang penting dalam perkembangan lembaga keuangan 
Syariʻah adalah kepercayaan umat muslim di Indonesia terhadap produk-
produk yang disediakan oleh lembaga keuangan Syariʻah. Jika masyarakat 
ragu tentang keSyariʻahan produk yang ada maka secara tidak langsung akan 
menghambat perkembangan/kemajuan lembaga keuangan Syariʻah di 
Indonesia. 
DSN MUI sebagai salah satu pihak regulator yang mengatur segala 
kegiatan yang dijalankan dengan prinsip Syariʻah bertanggungjawab dalam 
membuat aturan untuk menjaga hak dan kewajiban para pelaku ekonomi. 
Dengan melihat pertentangan antara fatwa DSN MUI tentang taʻ  ḍ dengan 
fatwa lembaga-lembaga fikih internasional maka penulis ingin mengkaji 
bagaimana metode Istinbat} hukum DSN MUI dalam menetapkan konsep 
taʻ  ḍ sebagai solusi kredit macet.  
Untuk itu penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan 
mengambil judul : “ANALISIS T      DALAM FATWA DSN-MUI 
NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SY RI  H CARD 
TINJAUAN S DD   -  R   H”. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana konsep hukum taʻ  ḍ yang dirumuskan dalam fatwa DSN-
MUI NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH CARD ? 
2. Bagaimana analisis dalam prespektif Sadd a - ar ʻah fatwa DSN-MUI 
NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH CARD ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan konsep taʻ  ḍ  hukum dalam fatwa DSN-MUI 
NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH CARD . 
2. Untuk menganalisis secara kritis konsep Sadd a - ar ʻah dalam fatwa 
DSN-MUI NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH CARD  
 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberi 
manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai 
salah satu bahan kajian dalam pengembangan ilmu ekonomi Syariʻah, 
khususnya sebagai pedoman bagi DSN-MUI dalam menetapkan fatwa 
yang berkaitan dengan produk-produk di lembaga keuangan Syariʻah dan 
lembaga keuangan non bank. 
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2. Manfaat praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 
a. Bagi masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan 
masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, akademisi dan masyarakat 
muslim pada umumnya. Untuk mengetahui secara mendalam konten 
dalam aturan DSN-MUI tentang Taʻ  ḍ sebagai solusi kredit macet. 
b. Bagi peneliti 
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kehidupan 
peneliti sendiri, karena peneliti dapat memahami secara mendalam 
konsep istembath hukum DSN-MUI tentang Taʻ  ḍ, serta menambah 
kepercayaan peneliti terhadap lembaga regulator dalam ekonomi 
Syariʻah. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Taʻ  ḍ  
Taʻ  ḍ merupakan pergantian kerugian oleh pihak yang menimbulkan 
kerugian tersebut kepada pihak yang benar-benar mengalami kerugian 
secara riil dalam transaksi lembaga keuangan Syariʻah12. kata taʻ  ḍ 
berasal dari kata „i aḍ, yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan al-
Taʻ  ḍ sendiri secara bahasa mengganti (rugi) atau membayar 
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 H.M Fauzan, Kamus Hukum Dan Yurisprudensi (Jakarta:Kencana,2017) Hlm.1012 
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kompensasi.
13
 taʻ  ḍ sebagai bentuk solusi dari keterlambatan pembayaran 
angsuran harus memiliki beberapa persyaratan yaitu: 
a. Taʻ  ḍ harus dibebankan kepada orang yang dengan sengaja atau lalai 
dalam menjalankan kontrak yang telah disepakati sehingga merugikan 
pihak lain. 
b. Kerugian yang dapat dikenakan taʻ  ḍ sebagaimana yang dimaksud 
poin pertama adalah kerugian nyata yang bisa diperhitungkan dengan 
jelas. 
c. Kerugian nyata yang dimaksud poin kedua adalah nilai nyata yang 
dapat dibayar.
14
 
Taʻ  ḍ menjadi salah satu bentuk perlindungan lembaga keuangan agar 
terhindar dari kerugian. taʻ  ḍ berbeda dengan riba jahiliyah tidak 
membedakan antara debitur yang mampu ataupun yang tidak mampu. 
Sedangkan Islam membedakan antara keduanya. Perbedaan berikutnya 
antara taʻ  ḍ  dan riba Jahiliyyah adapun taʻ  ḍ tidak diperjanjikan 
syaratnya pada awal akad, sedangkan taʻ  ḍ hanya dikenakan pada 
kerugian yang nyata.
15
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2. Sadd a - ar ʻah 
Tinjauan atau kajian (ulang) dalam ilmu uṣul fiqh dapat menggunakan 
perspektif filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian secara filsafat yang 
bertujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai hakikat ilmu, 
pertanyaan ontologis epistimologis dan aksiologis. Keterangan ini 
menjelaskan bahwa ilmu uṣul fiqh dapat dipandang dari filsafat ilmu, 
ditinjau dari epistimologi, ontologi dan aksiologinya. Hal ini merupakan 
perkembangan ilmu uṣul fiqh sendiri.16 
Dalam Istinbaṭ hukum perlu dilandasi tentang kaidah-kaidah bahasa 
serta metode-metode yang digunakan untuk mengambil hukum dari nash. 
Sedangkan metode „Istinbaṭ hukum itu sendiri ada enam, yaitu pertama, 
kaidah ushuliyah meliputi pembagian lafadz dari segi makna, segi 
kesamaran dan segi cara memahami makna. Kedua, cara menyelesaikan 
nash yang tampak bertentangan. Ketiga, sebab-sebab terjadinya perbedaan 
pendapat. Keempat, prinsip-prinsip dalam beristidlal dengan Al-qur‟an. 
Kelima, prinsip-prinsip beristidlal dengan hadist. Keenam, masalah-
masalah yang tidak ditetapkan ketentuanya dalam Al qur‟an dan hadist.17 
Menjadi salah satu metode ushul fiqh adalah Sadd a - ar ʻah dimana 
suatu hal yang diperbolehkan mungkin saja menjadi makruh untuk 
menjauhi kerusakan. Secara etimologi kata sadd berarti “menutup”, dan 
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adz-dzariah berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan” dengan 
demikian Sadd a - ar ʻah berarti menutup jalan kepada suatu tujuan. 
Sedangkan menurut ushul fiqh, Sadd a - ar ʻah adalah menutup jalan yang 
menuju kepada kebinasaan atau kejahatan.
18
 
Sadd a - ar ʻah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan 
larangan satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu 
dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang 
dilarang. Jadi metode ini lebih bersifat preventif. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Setelah melakukan telaah dari beberapa penelitian penulis menemukan 
penelitian yang berkaitan dengan materi yang akan peneliti kaji dalam skripsi 
ini,  
Penelitian pertama, Jurnal, ditulis oleh Abdullah Faqihuddin
19
 dengan 
penelitian yang berjudul Implementasi kebijakan fatwa DSN-MUI 
No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang taʻ  ḍ bagi nasabah wanprestasi (studi 
kasus PT. Bank Syairah Surabaya), yang membahas tentang bagaimana 
pelaksanaan taʻ  ḍ bagi nasabah wanpretasi pada Bank BNI Syariʻah 
Surabaya dalam kasus yang ada yaitu Bank BNI Syariʻah dalam 
menyelesaikan pembiayaan BNI Griya iB Hasanah bermasalah dengan cara 
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 Nurhayati Dan Ali Imran Sinaga, Fiqh Dan Ushul Fiqh(Jakarta: Kencana, 2018) 
Hlm.41 
19
 Faqihudin Abullah, Implementasi Kebijakan Fatwa Dsn-Mui No 43/Dsn-Mui/Viii/2004 
Tentang Ta‟wiḍ Bagi Nasabah Wanprestasi: Study Kasus Pt.Bank Bni Syariah Surabaya,  Jurnal 
El-Qist Vol 07, No 1, Hlm 1409 
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kenijakan menerepkan rescheduling. Karena dengan penerapan kebijakan ini 
pihak bank dapat menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah dengan baik, 
tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini taʻ  ḍ tidak dikenakan 
karena pihak bank menilai nasabah masih itikad baik dan dalam keadaan yang 
darurat ( force major).  
Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang konsep taʻ  ḍ 
dan bagaimana penerapannya. Tetapi memiliki perbedaan dengan penelitian 
yang akan penulis lakukan yang akan lebih mendalami tentang bagaimana 
nalar ushul fiqh dalam istimbath hukum tentang fatwa DSN-MUI tentang 
taʻ  ḍ serta menganalisis secara mendalam dengan tinjauan Sadd a - ar ʻah.  
Penelitian kedua, jurnal yang di tulis oleh Nadia Ananda Elsanti
20
 yang 
berjudul Penerapan taʻ  ḍ pada pemegang Syariʻah card, penelitian ini 
membahas tentang bagaimana penerapan konsep taʻ  ḍ kepada para 
pemegang Syariʻah card. Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik 
taʻ  ḍ yang merupakan biaya penagihan yang dikeluarkan oleh pihak Bank 
Syariʻah yang melakukan upaya penagihan kepada nasabah. Dalam 
praktiknya besarnya taʻ  ḍ diketahui di awal akad dan besarnya biaya taʻ  ḍ 
bersifat tetap. 
 Penelitian ini berbeda dengan yang penulis kaji karena dalam penelitian 
ini tidak mendalami pada aspek fikih melainkan hanya mendasarkan praktik 
taʻ  ḍ dan menganalisa berdasarkan fatwa DSN-MUI. Sedangkan dalam 
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Jurnaljurisprudentie, Vol 4, No 2. 
13 
 
 
penelitian yang akan penulis lakukan akan lebih mendalami istinbath hukum 
serta mengkajinya dengan kaidah Sadd a - ar ʻah. 
Penelitian berikutnya ditulis oleh Fathul Aminudin Aziz
21
 penelitian ini 
membahas tentang denda atau sanksi atas pengingkaran sebuah perjanjian 
yang telah disepakati sebelumnya termasuk dalam hal waktu pembayaran 
pada transaksi keuangan. Dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa 
denda merupakan bentuk ketaatan terhadap pemerintah. Dan denda 
diterapkan dengan tujuan memberi teguran sekaligus untuk menutupi 
kerugian. Tulisan ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang denda 
keterlambatan dalam Islam. Kemudian penelitian ini berbeda dengan yang 
penulis kaji. Karena dalam penelitian terdahulu menganalisa keuangan publik 
yang berarti hubungan antara individu dengan pemerintah. sedangkan 
penelitian ini menkaji tentang fatwa denda keterlambatan dalam fatwa DSN-
MUI. 
Tinjauan pustaka yang terakhir adalah skripsi dari Sri Mulyani yang 
berjudul penerapan denda pada akad pembiayaan murabaḥah dalam 
prespektif fatwa DSN-MUI No.17 (study kasus di Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariat Dana Mulia Surakarta)
22
 Yang membahas tentang bagaimana 
penerapan denda keterlambatan pada transaksi murabaḥah di Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariat Dana Mulia Surakarta. Hasil penelitian ini 
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menunjukan bahwa pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang 
ada dalam fatwa DSN-MUI. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu 
membahas tentang denda keterlambatan dalam fatwa DSN-MUI tapi 
penelitian ini menganalisa implementasi-nya dalam lembaga keuangan, 
sedangkan penelitian ini akan menganalisa fatwa itu sendiri dalam prespektif 
Sadd a - ar ʻah. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau 
tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan 
terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.
23
 
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini ialah jenis penelitian literer (library research) yaitu 
penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur 
(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian 
terdahulu.
24
 Kemudian peneliti menggunakan pendekatan content analysis, 
untuk membahas secara mendalam terhadap isi suatu aturan tertulis dalam 
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fatwa DSN-MUI
25
. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis secara 
mendalam isi dari Fatwa MUI tentang Taʻ  ḍ yang akan ditinjau dari sisi 
kaidah Ushul fiqh yaitu Sadd a - ar ʻah. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data sekunder 
yang terdiri dari: 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer terdiri dari buku-buku pokok yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu, Kumpulan Fatwa DSN-MUI, Kitab 
Muamalah Kontemporer Oleh Erwandi Thirmidzi, Kitab Ushul Fiqh 
dari Abdul Wahab Khalaf, dan Buku Naẓariah Al Ḍamam oleh 
Wahbah Zuhailiy.  
b.  Bahan Hukum Sekunder  
Sumber data ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka, tulisan-tulisan 
maupun jurnal ilmiah. yang berkaitan dengan judul penelitian. 
Pengambilan kepustakaan didasarkan pada otoritas keunggulan 
pengarang yang masih berhubungan dengan penelitian. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Sumber dari bahan hukum tersier merupakan kamus, dan data 
pendukung lainya. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan 
mencari sumber kepustakaan serta dokumen-dokumen yang terkait 
dengan penelitian.  
4. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan oleh data 
26
.  
a. Deduktif 
Yaitu metode berfikir yang didasarkan pada prinsip 
pengetahuan atau keadaan yang sifatnya umum kemudian ditarik 
menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Maka penulis 
mendasarkan penarikan kesimpulan tersebut pada kajian teoritik agar 
analisa yang diharapkan tidak parsial. 
b. Deduktif kualitatif  
Memaparkan, mengkaji, dan mengaitkan data-data yang diperoleh 
baik secara tekstual maupun kontekstual kedalam tulisan guna 
mendapatkan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk 
dipaparkan dalam bentuk penjelasan. 
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H. Sistematika Penulisan 
Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penulisan proposal 
penelitian ini, peneliti akan membagi kedalam tiga bagian, yakni: 
BAB I adalah Pendahuluan. Pada bagian pertama ini penulis akan 
menulis yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 
manfaat penelitian, metode penelitian, sistematikan penulisan. 
BAB II adalah landasan teori yang menguraikan tentang konsep Taʻ  ḍ 
dalam akad SYARIʻAH CARD dan Sadd a - ar ʻah yang akan penulis ambil 
dari literatur-literatur yang terkait. Dan kemudian akan digunakan sebagai 
pijakan dalam menganalisa fatwa DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/V/2006 
TENTANG SYARIʻAH  CARD.  
BAB III adalah gambaran umum tentang lembaga MUI serta fatwa 
DSN-MUI NO.54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH CARD. Pada 
bagian ini penulis akan membahas tentang konsep Taʻ  ḍ yang dirumuskan 
DSN-MUI dalam fatwa  DSN-MUI NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 
TENTANG SYARIʻAH CARD . Penulis juga akan menguraiakan dasar-dasar 
yang dsn-mui gunakan dalam perumusan Fatwa tersebut. 
BAB IV adalah analisis fatwa DSN-MUI NOMOR 54/DSN-
MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH CARD  dalam prespektif Sadd a -
 ar ʻah. Penulis akan melihat konsep taʻ  ḍ dalam fatwa tersebut ditinjau 
dari kaidah Sadd a - ar ʻah. 
BAB V adalah penutup. Pada bagian ini peneliti akan menjawab 
dalam kesimpulan bagaimana konsep Taʻ  ḍ hukum dalam fatwa DSN-
18 
 
 
MUI NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH CARD . 
Kemudian juga menyimpulkan bagaimana analisis taʻ  ḍ dalam fatwa 
DSN-MUI NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH 
CARD  dalam kajian Sadd a - ar ʻah. 
Kemudian berisi tentang saran untuk penelitian berikutnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini yaitu taʻ  ḍ. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM T      DAN S DD   -  R   H 
 
A. Konsep T      dalam Kajian Islam 
1. Pengertian Taʻ  ḍ 
Kata taʻ  ḍ secara etimologis berasal dari kata „i aḍ yang berarti ganti 
atau konpensasi. Sedangkan taʻ  ḍ sendiri secara bahasa berarti 
mengganti kerugian atau membayar konpensasi.
1
 Jika dimaknai secara 
istilah taʻ  ḍ adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran 
atau kekeliruan yang dilakukan oleh salah satu pelaku ekonomi.
2
 Dalam 
hal ini taʻ  ḍ merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pihak 
perbankan untuk menimimalisir kerugian yang mungkin terjadi 
dikarenakan nasabah yang dengan sengaja terlambat 
membayar/mengangsur pinjaman.  
Kerugian yang terjadi dalam suatu akad yang sering terjadi adalah 
kerugian secara moril dimana objek-nya adalah harta kekayaan atau 
mungkin kerugian secara fisik/kesehatan sangat jarang sekali kerugian 
yang terjadi berupa kerugian moril seperti dokter yang secara tidak etis 
mempublikasikan penyakit pasiennya.
3
  
                                                             
1
 Attabik Dan Ahmad..., Hlm 1332 
2
 Wahbah Az-Zuhaili, Nadzaariyah Al Dhaman,(Damsyik: Dar Al Fikr, 1998) Hlm 87 
3
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariʻah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh 
Muamalah ( Jakarta: Pt, Rajagrafindo Persada,2007)Hlm 100  
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Sedangkan taʻ  ḍ menurut wahbah al zuhaili “taʻ  ḍ adalah menutup 
kerugian yang terjadi akibat pelaggaran atau kekeliruan.” Ganti rugi yang 
dimaksud dapat berupa: 
a. Mengganti rugi kerusakan yang ada dalam objek transaksi seperti 
memperbaiki dinding. 
b. Memperbaiki kerusakan secara utuh dengan mengembalikan seperti 
semula, apabila tidak memungkinkan maka harus diganti barang sejenis 
atau dengan uang.
4
 
Dua ketentuan tersebut menjadi ruang lingkup atau batasan tentang 
ganti rugi atau taʻ  ḍ yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan 
Syariʻah kepada nasabahnya. 
Kemudian pendapat Abdul Hamid Muhammad Al-Ba‟li, Taʻ  ḍ adalah 
ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu 
didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan 
pembayaran yang dapat diperhitungkan secara logis. Dapat dipahami 
bahwa taʻ  ḍ merupakan solusi bagi bank Syariʻah untuk menutup 
kerugian yang mungkin terjadi dimana ganti rugi tersebut didasarkan pada 
kerugian riil yang sudah terjadi. 
Pengertian taʻ  ḍ menurut menurut OJK yang dikutip dalam buku 
standar produk muḍarabah adalah ganti rugi yang dikenakan kepada 
nasabah yang memang sengaja atau karena lalai melakukan sesuatu yang 
                                                             
4
 Wahbah Zuhaili, Nadzariyah Al Dhaman, (Damsyiq: Daar Al Fiqr, 1998) Hlm 87. 
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menyimpang dari akad dan mengakibatkan kerugian pada bank
5
  kelalaian 
yang dimaksud dimaknai dengan kesalahan yang dilakukan oleh nasabah 
dalam hal kewajiban pembayaran angsuran.  
Sedangkan menurut Prof. Dr. Al Qarh Daghi yang dikutip dalam kitab 
muamalah kontemporer taʻ  ḍ berbeda dengan penalty yang dianggap 
sama dengan riba oleh seluruh ulama. Diamana besar nominal taʻ  ḍ tidak 
ditentukan dari semula akan tetapi ditetapkan berdasarkan kerugian riil 
yang diderita oleh pihak bank sedangkan besar nominal penalty ditetapkan 
semenjak transaksi dibuat berdasarkan perhitungan waktu.
6
 Dalam taʻ  ḍ 
ada beberapa syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut :  
a. Ganti rugi (taʻ  ḍ) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan 
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang 
dari ketentuan akad yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. 
b. Kerugian yang dapat dikenakan taʻ  ḍ sebagaimana yang dimaksud 
dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan 
jelas. 
c. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil 
yang dikeluarkan dala  rangka perhitungan hak yang seharusnya 
dibayarkan anggaran atau kekeliruan. 
                                                             
5
 Devisi Pengembangan Produk Dan Edukasi, Satandar Produk Murabahah(Jakarta: 
Departemen Perbankan Syariʻah, 2016) Hlm 54 
6
 Erwandi Tharmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer..., Hlm 471 
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d. Besar ganti rugi taʻ  ḍ adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang 
pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan merupakan kerugian 
peluang yang hilang (Opportunity loss atau Al furṣah al-ḍa-i‟ah).  
e. Ganti rugi (taʻ  ḍ) hanya boleh dikenakan oleh shohibul maal atau 
salah satu pihak dalam musyarakah apabila keuntungan sudah jelas 
tetapi tidak diserahkan sesuai haknya.
 7
 
2. Dasar hukum Taʻ  ḍ  
Dasar hukum taʻ  ḍ adalah termuat dalam firman Allah QS Al-Maidah (5) 
ayat : 1 
 ِدُىُقع لاِب اُىف  َوأ اُىنَمآ  َنيِذَّلاَاي  َاياَهَُّيأ   
Artinya :  
hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. 
8
 
 
Ayat ini menjelaskan kepada kita sebagai orang beriman bahwa kita 
harus memenuhi akad atau perjanjian-perjanjian yang telah kita buat 
dengan rasa tanggungjawab. Dalam tafsir ibnu katsir bahwa Ibnu abbas 
berkata yang dimaksud akad dalam ayat tersebut adalah perjanjian yang 
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sumpah atau yang lainnya.
9
 
Al-Baqarah (2) ayat 279 
 ُْظر َُ ٘ َُ َي   َل َٗ   َُ ٘ َُ ِيَْظر  َل..., 
Artinya: “Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”10 
                                                             
       
7
 Khotibbul Umam, Perbankan Syariʻah: Dasar-Dasar Dan Dinamika 
Perkembanganya(Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Hlm. 224-225 
8
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an Dan Terjemahanya, (Jakarta: 
Yayasan Penyelengara Penerjemah, 1998) Hlm 84 
9
 Tafsir Ibnu Katsir, (Cairo:Muasassah Daar Al-Hilaal, 1994) Juz 6 Hlm 14 
10
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemahanya ..., Hlm.47 
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Al-Baqarah (2) ayat 280 
 
ُِإ َٗ  َُ بَم ُٗر   حَشْغُػ   حَشَِظَْك َِٚىإ  ٰ   حَشَغْٞ ٍَ َُأ َٗ اُ٘قَّذََظر   شْٞ َخ ٌُنَّى   
 Artinya :  
“dan jika orang (yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh waktu sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan ( 
sebagian atau keseluruhan utang) itu lebih baik.
11” 
 
Yang dimaksud tidak menganiaya dan tidak dianiaya dalam ayat itu 
adalah kita tidak menganiaya ketika mengambil harta pokok kalian, dan 
tidak pula dianiaya maksudnya harta kalian dikembalikan pada pokoknya 
tidak ada penambahan ataupun pengurangan. ayat ini sebenarnya larangan 
penambahan pengembalian dari harta pokok yang disebut riba jahiliyah 
yang kala itu masih dipraktikan pada jaman Rasulullah. Kemudian pada 
ayat berikutnya adanya perintah untuk memberi kelonggaran kepada orang 
yang kesulitan membayar hutang sampai dia berkelapangan. Karena pada 
zaman jahiliyah dulu orang yang sudah jatuh tempo maka diminta untuk 
membayar atau ada tambahan.
12
 
Al-Isra‟ (17) ayat 34  
اُ٘ك ْٗ َأ َٗ  ِذ ْٖ َؼْىِبث  َُّ ِإ  َذ ْٖ َؼْىا  َُ بَم   لُ٘ئْغ ٍَ           ..., 
Artinya :  
..,Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya.
13
  
 
Kata penuhilah janji dalam surat tersebut dimaksudkan janji atau 
kesepakatan yang dibuat antar manusia, dan ikatan kerja yang kalian 
                                                             
11
 Ibid  
 
12
 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir..., Juz Iii Hlm 557  
13
  Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemahanya ..., Hlm. 284 
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pekerjakan dengan ikatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban 
kelak.
14
 
Al-Baqarah (2) Ayat 194  
,... ِ ََ َك ََٙذزْػا  ٰ  ٌْ ُنَْٞيَػ اَُٗذزْػَبك  ِٔ ْٞ َيَػ  ِْوث َِ ِث ب ٍَ ََٙذزْػا  ٰ  ٌْ ُنَْٞيَػ  
اُ٘قَّرا َٗ  َ َّاللّ  َٗا٘ َُ َيْػا  َُّ َأ  َ َّاللّ  َغ ٍَ  َِ ِٞقَّز َُ ْىا  
Artinya :  
“Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu  maka seranglah 
ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.Bertakwalah kepada Allah 
dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertak a”.15 
 
Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk berlaku adil seperti firman 
Allah di surat An-Nahl ayat 126 yang artinya jika kamu memberikan 
balasan maka berikan balasan yang sama dengan siksaan yang kamu 
terima
16
 
Dasar hukum berikutnya merupakan hadist Shahih Bukhari dan Muslim 
yang berbunyi: 
 ُوْط ٍَ  ِ ّٜ َِْـىا   ٌ ْيُظ nad  ُّٜ َى  ِذِجا َ٘ ىا  ُّوُِذٝ  ََُٔزثُ٘قُػ  َٗ  َُٔضْشِػ  
 Artinya: 
“Penundaan pelunasan hutang oleh orang yang mampu merupakan 
kezaliman. Dibolehkan menjatuhkan hukuman kepadanya dan dibolehkan 
untuk mencemarkan nama baiknya.
17” 
 
3. Sejarah Taʻ  ḍ dalam lembaga keuangan Syariʻah. 
Bank Islam pertama yang berdiri di Dubai pada tahun 1975. Saat itu, 
investasinya banyak bergantung kepada jual beli non tunai (ba‟i Taqsith 
                                                             
14
 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir ..., Juz XV, Hlm 163-164 
15
  Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemahanya ..., Hlm, 30 
16
 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir ..., Juz II, Hlm 170 
17
 Imam Bukhori, Shohih Al Bukori..., Hlm 55 
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dan murabahah). Karena bank Islam tidak menerapkan bunga dalam 
bentuk pinalty maka sering terjadi nasabah sengaja menunda-nunda 
pembayaran kewajiban yang jatuh tempo.
18
 
Pada awalnya, solusi yang diterapkan oleh bank Islam adalah dengan 
menaikan margin laba (Profit Margin) untuk menutupi kerugian akibat 
penundaan kewajiban sebagian nasabah. Konsekuensi dari solusi ini 
adalah kewajiban yang harus dibayar nasabah menjadi lebih tinggi 
sehingga nasabah lebih memilih untk beralih ke bank konvensional yang 
bunganya lebih rendah.
19
 
Maka pada tahun 1986 Syekh Musthafa Zarqa mengaukan solusi 
Taʻ  ḍ dalam tulisannya yang termuat dalam Journal Islamic Economic, 
edisi II, Th. 1985 yang diterbitkan oleh pusat penelitian ekonomi Islam, 
Universitas Kng Abdul Azis, Jeddah, Arab Saudi. Kemudian solusi taʻ  ḍ 
didukung oleh Syekh Abdullah Bin Mani‟ dalam makalahnya yang 
diajukan ke seminar fikih yang diadakan Bait Tamwil, Kuwait pada tahun 
1985, diperkuat dengan dalil-dalil. taʻ  ḍ yang dimaksud didalam-nya 
adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah yang menunda-nunda 
pembayaran kewajiban yang jatuh tempo, yang mengakibatkan bank 
mengalami kerugian dalam bentuk tidak mampunya bank memenuhi 
                                                             
18
 Erwandi Thirmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer...,  Hlm 469  
19
 Ibid Hlm 468 
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kewajibannya kepada pihak lain yang jatuh tempo atau hilang-nya laba 
yang diperkirakan dalam sebuah investasi karena kredit macet.
20
    
 
B. S      -        
Sadd a - ar ʻah diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan 
larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan 
terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah
21
. Dzari‟ah artinya 
wasilah (jalan), yang menyampaikan kepada tujuan. Yang dimaksud dengan 
dzari‟ah disini adalah jalan untuk sampai kepada yang haram ataupun yang 
halal. Maka jalan yang dimaksud hukum nya mengikuti tujuan dari perbuatan 
tersebut.
22
 
Dalam kajian ushul fiqh ada beberapa dalil yang dirumuskan para ulama 
untuk menciptakan suatu hukum berdasarkan Al qur‟an dan hadist. Dalam 
perkembangan didunia ini banyak ditemui masalah-masalah yang tidak 
disebutkan dalam Al qur‟an dan hadist. Karena telah berhentinya hukum 
syariat maka dikembangkanlah metode untuk meng-analogi perkara yang 
secara kontekstual tidak disebutkan dalam nash dengan perkara yang sudah 
disebutkan dalam nash. 
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 Ibid   
21
 Asmawi, Perbandingan Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011) Hlm.142 
22
 Dzajuli, Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan, Dan Pernerapan Hukum 
Islam.(Jakarta:Kencana,2012)Cet.8, Hlm.98 
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1. Pengertian Sadd a - ar ʻah 
Secara bahasa Sadd a - ar ʻah merupakan kalimat berpola idhofah dari 
kata sadd dan dzariah. Kata sadd berarti  
 ّذغىا ْؼَثٚ : َُملاِْؿإ َويَخىا ًْدَس َٗ ،ٌْيَّ ـثىا 
ْٚؼَثٗ غْْ َىا  
Artinya : “Menutup cela dan menutup kerusakan dan juga berarti 
mencegah atau melarang.”  Sedangkan Dzari‟ah secara bahasa berarti: 
 
 َُخْيـِٞط َ٘ ىا  ْٜ زَّىا  ُو َّط َ٘ َـَزـٝ ا َٰ  َٚ ىِإ  ِئْٞ َّشىا   ءا َ٘ َع  َُ بَم 
 ِح بِّٞع  ْٗ
َأ بٝ ِ٘ َْْؼ ٍَ  
Artinya: “ Jalan yang memba a kepada sesuatu  secara hissi atau 
makna i.”  
 
Secara lughowi membawa arti yang netral tanpa memberikan hasil pada 
perbuatan.
23
 Mukhalaf dalam mencapai keMaslaḥatan atau kemafsadatan, 
untuk sampai pada tujuan tersebut dalam memenuhi perintah atau larangan 
terkadang dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan 
sarana
24
. Dalam suatu perkara hukum maka suatu perbuatan yang 
dilakukan seseorang dengan sengaja pasti akan dimulai dengan beberapa 
perbuatan yang mengawalinya. Terlepas dari perbuatan itu baik atau 
buruk. Misalnya seseorang yang melakukan pencurian sebelumnya dia 
akan melakukan persiapan mengintai, atau mengambil alat untuk 
melakukanya. Perbuatan pokok yang dilakukan sudah ditentukan dalm 
hukum Syara‟ yang disebut dengan hukum Taklifi. Dan mungkin 
                                                             
23
 Hifdhotul Munawaroh, Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh 
Kontenporer, Jurnal Ijtihad ( Vol 12, No 1, Juni 2008) Hlm 64-65. 
Zarkasji Abdul Salam Dan Oman Fatturahman, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh I, 
(Yogyakarta:Kurnia Kalam Semesta) Hlm.123-124   
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serentetan perbuatan yang mengikutinya tidak diatur secara langsung 
dalam nash. 
 Pengertian dzariah menurut para ulama di antara nya adalah Ibnu 
Qayim yang mendefinisikan dzariah secara bahasa adalah  
  ٍَب  َُ بَم   َخْيـِٞط َٗ ب ْقـِٝشَط َٗ  َٚ ىِإ ْئَّٞشىا  
 
Artinya :” segala sesuatu yang menjadi perantara dan jalan menuju 
sesuatu.”25  
Jadi menurut Ibnu Qayim dzariah diartikan secara umum sehingga 
memungkinkan dimaknai sebagai sesuatu yang baik yang dianjurkan untuk 
dilakukan melahirkan konsep Fath al dzariah dan sesuattu yang buruk yang 
harus dihindari yang melahirkan kaidah Sadd a - ar ʻah. Sedangkan 
pengertian a - ar ʻah menurut Syatibiy seperti yang dikutip Rahmat 
Syafi‟i adalah 
 َُّ ِإ  َِخْقـِٞقَد َحذِػَبق اَخْؼـِٝسَّزى  َٜ ِٕ وُّط َ٘ َّـزىا ب ََ ث ُٕ٘  ْضٍ 
خََذى  َٚ ىِإ َحذَغْل ٍَ  
 
Artinya : “sesungguhnya hakikat dari kaidah dzariah adalah dia 
menghubungkan sesuatu yang Maslaḥat kepada mafsadat.”26  
 
Jadi menurut Syatibiy dzariah merupakan perbuatan yang dilakukan 
sesorang yang sebenarnya diperbolehkan dan memiliki kemaslhatan tetapi 
perbuatan tersebut bertujuan untuk mencapai suatu kemafsadatan.  
Sedangkan Qarafi mengartikan Sadd a - ar ʻah sebagai berikut : 
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 Ibid  
26
 Rahmat Syafi‟i, Ilmu Ushul Fiqih (Bandung Pustaka Setia,2010) Hlm,132 
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 “Dzari‟ah berarti perantara atau sarana kepada sesuatu perkara. 
Maksudnya adalah Mencegah dan menahan jalan-jalan yang tampaknya 
hukumnya mubah, namun bisa menjerumuskan pada perkara yang haram, 
demi mengikis habis sebab keharaman dan kemaksiatan, atau mencegah 
terjadinya perkara yang haram itu.”27  
   
Wahbah zuhaili memilih untuk mendefinisikan dzariah sama seperti 
Ibnu Qayim yaitu netral melarang dan menolak sesuatu yang dapat 
menjadi sarana kepada keharaman untuk mencegah kerusakan dan bahaya. 
Berikutnya adalah pendapat dari Badran yang menyebutkan dzariah 
sebagai berikut:  
 َٜ ِٕ  ُوِط ْ٘ َىا  َٚ ىِإ  ِئْٞ َّشىا ع ْ٘ ُ ـْ َْ َىا و َِ َزْشَىا َٚيَػ   َحذَغْل ٍَ                     
                           
 
Artinya : “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang”28.  
 
Adapun pendapat dari Ibnu „Asyur memaknai dzariah sebagai berikut: 
 تقى ذع غئاسزىا ذق وؼج بجقى ص٘ظخى ذع غئاسر دبغلىا  
 
Artinya : ”Disebut Sadd a - ar ʻah karena menjadi sebutan untuk 
mencegah perantara/sarana kepada kerusakan.”29 
Dari beberapa pendapat dari ulama diatas dapat diketahui bahwa Sadd 
a - ar ʻah adalah bentuk kaidah dimana didalamnya merupakan upaya 
prefentif untuk mencegah tindakan yang haram yang kemudian akan 
menimbulkan mafsadat atau kerusakan. Jadi apabila ada perbuatan baik 
                                                             
27
 Hifdhotul Munawaroh, Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh 
Kontenporer.., Hlm 66 
28
 Ibid 
29
 Ibid 
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tetapi menimbulkan potensi menuju tindakan yang haram maka perbuatan 
itu dilarang.
30
  
2. Dasar hukum Sadd a - ar ʻah 
a. Al-Quran 
 
Surat Al An‟am ayat 108 
 
 َل َٗ ا ُّ٘جَُغر  َِ ِٝزَّىا  َُ ُْ٘ػَذٝ  ِْ ٍِ  ُِ ُٗد  ِ َّاللّ ا ُّ٘جَُغَٞك  َ َّاللّ ا  ٗ ْذَػ  ِشْٞ َِـث   ٌ ْيِػ   َزَم  ٰ َلِى 
بَّ ََّْٝص  ِّوُنِى   خ ٍَّ ُ أ  ٌْ ُٖ َي ََ َػ  ٌَّ ُ ث َٚىِإ  ٰ  ٌْ ِٖ ِّثَس  ٌْ ُٖ ُؼِجْش ٍَ  ٌْ ُٖ ُ ِّئَجَُْٞك ب ََ ِث اُّ٘بَم  َُ ُ٘ي ََ َْؼٝ  
 
Artinya: ”Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah 
dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan 
setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan 
merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa 
yang dahulu mereka kerjakan.”31   
 
Dalam tafsir Ibnu Katsir Allah berfirman, melarang kepada rasul-Nya 
dan orang-orang mukmin dari mencaci illah-ilahh kaum musyrikin, 
meskipun cacian tersebut mengandung kemslahataan tapi kerusakan yang 
ditimbulkan dari perbuatan tersebut lebih besar dari pada kemslahatanya. 
Yaitu balasan orang-orang musyrik terhadap Illah orang-orang mukmin. 
Padahal Allah adalah Rabb yang tiada Illah (yang berhak disembah) selain 
Dia.
32
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Sebagaimana dikatakan „Ali Bin Abi Tholib dari Ibnu „Abbas mengenai 
ayat ini “Orang-orang musyrik itu berkata : Hai Muhammad, engkau 
hentikan makianmu itu trhadap illah-illah kami atau kamiakan mencaci-
maki Rabb-Mu. Lalu Allah melarang Rasulullah dan kaum muslimin 
mencaci patung-patung mereka, karena mereka nanti kan memaki Allah 
mmelampaui batas pengetahuan mereka.
33
 
Abdurazzaq mengatakan dari Ma‟mar dari Qatadah “dahulu orang-
orang mukmin mencaci-maki berhala kaum musyrikin. Lalu orang-orang 
kafir mencaci Allah dengan melampaui batas dan tanpa didasari ilmu 
pengetahuan lalu Allah menurunkan ayat tersebut
34
. Dari sini dapat dilihat 
bahwa mencegah kerusakan atau kemdharatan lebih utama daripada 
meraih Maslaḥat. Begitu juga sebaliknya meninggalkan keMaslaḥatan 
untuk menghindari kerusakan yang lebih parah adalah diutamakan.  
Surat Al Baqarah ayat 104  
َبٝ ب َٖ َُّٝأ  َِ ِٝزَّىا اُْ٘ ٍَ آ  َل اُ٘ىَُ٘قر َبِْػاَس اُ٘ىُ٘ق َٗ َبّْشُظّْ ا اُ٘ؼ ََ ْعا َٗ  َِ ِِٝشكبَنْيِى َٗ 
  ةَازَػ   ٌ َِٞىأ  
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan 
(kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna", dan 
"dengarlah". Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”35 
 
Dalam ayat ini Allah melarang hamba-nya untuk menyerupai kaum 
lain, dahulu kaum Yahudi senang bermain kata-kata yang memiliki arti 
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samar dengan maksud untuk mengurangi atau merubah makna yang 
dikandungnya. Seperti ketika mereka mengatakan “dengarlah kami” maka 
mereka akan mengatakan “Raa‟iina” padahal maksud mereka adalah 
“ruu‟unah” yang artinya sangat bodoh36. Ayat ini mengandung arti bahwa 
Allah melarang ucapan “raa‟ina” untuk mencegah hinaan yang mungkin 
terjadi dibalik kalimat yang baik tersebut. 
b. Hadis 
Dasar hukum dari hadis yang digunakan melandasi konsep Sadd a -
 ar ʻah adalah sebagai berikut: 
 ِْ َػ  ِذْجَػ  ِ َّاللّ  ِ ْث ٗ  ش َْ َػ  َٜ ِضَس  ُ َّاللّ ب ََ ُٖ َْْػ  َهَبق : َهَبق  ُهُ٘عَس  ِ َّاللّ َّٚيَط  ُ َّاللّ  ِٔ ْٞ َيَػ 
 ٌَ َّيَع َٗ : َُّ ِإ  ِْ ٍِ  َِشجَْمأ  
 ِِشئَبجَنْىا  ُْ َأ  َِ َؼَْيٝ  ُوُج َّشىا ، ِٔ ْٝ َذِىا َٗ  َوِٞق :َبٝ  َهُ٘عَس  ِ َّاللّ  َقْٞ َم َٗ  ُِ َؼَْيٝ  ُوُج َّشىا 
؟ ِٔ ْٝ َذِىا َٗ  َهَبق : ُّتَُغٝ  ُوُج َّشىا َبَثأ  ِوُج َّشىا   ُّتَُغَٞك  َُٓبَثأ  ُّتَُغٝ َٗ  ُٔ ٍَّ ُ أ   
Artinya : “Dari Abdullah bin „Amru radhiyallahu „anhuma dia berkata; 
Rasulullah shallallahu „alaihi  asallam bersabda: “Sesungguhnya 
termasuk diantara dosa terbesar adalah seseorang melaknat kedua orang 
tuanya sendiri  ” Beliau ditanya; “Bagaimana mungkin seseorang tega 
melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menja ab: “Seseorang mencela 
(melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela 
ayah dan ibu orang yang pertama.”37  
 
c. Kaidah fiqhiyah  
Kaidah fiqh yang mendasari Sadd a - ar ʻah adalah sebagai berikut :  
 ُءَْسد  ِذِعَبل ََ ْىا َٚى ْٗ َأ  ِْ ٍِ  ِتْيَج  ِخِىبَظ ََ ْىا  
 Meninggalkan kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan 
manfaat. Kaidah ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang 
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beresiko menarik kerusakan atau ke-mudharatan harus di hindari 
meskipun ada manfaat di dalam perbuatan tersebut.
38
 
3. Posisi Sadd a - ar ʻah dalam ber-hujjah 
Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Sadd a - ar ʻah 
digunkan oleh fuqaha sebagai dalil untuk ber-hujjah. Namun tidak semua 
ulama sepakat atau setuju menggunakan Sadd a - ar ʻah untuk 
menentukan suatu hukum, perbedaan pandangan tentang Sadd a - ar ʻah 
sebagai dalil ushul fiqh terbagi menjadi 3. Yaitu: 
a. Ulama yang sepakat menjadikan Sadd a - ar ʻah sebagai hujjah yaitu 
dari golongan ulama Malikiyah dan hanabilah yang sepenuhya 
menerima Sadd a - ar ʻah sebagai dalil syara‟. Alasanya antara lain 
adalah tentang Ayat Allah yang sudah disebutkan di atas tentang 
pelarangan mencaci sembahan-sembahan kaum musyrik yang 
kemudian berpotensi menimbulkan kemadharatan yang lebih buruk 
yaitu balasan mereka dengan mencaci Allah. Dan juga hadis Rasulullah 
tentang mengejek orang tua.
39
  
b. Golongan yang berikut adalah yang menggunakan Sadd a - ar ʻah 
untuk masalah-masalah tertentu dan meninggalkanuntuk masalah-
masalah lain, seperti ulama Hanafiyah , Syafi‟iyah dan syiah. Untuk 
imam syafi‟i menerima dalam keadaan uzhur, misalnya seorang yang 
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dakit atau musafir boleh meninggalkan sholat jum‟at dan diganti 
dengan sholat dzuhur tetapi sholat dzuhur tersebut dikerjakan diam-
diam dirumah agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat jumat. 
Menurut Husain Hamid, Ulama Hanafiyah Dan Syafi‟iyah menerima 
Sadd a - ar ʻah apabila kemafsadaan yang akan muncul akan terjadi 
atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar terjadi.
40
 
Dua perbedaan pandangan diatas disebabkan dalam memandang suatu 
perbuatan dilihat dari akad dan niat. Menurut ulama syafi‟iyah dan 
hanafiyah suatu ikatan perjanjian dilihat dari lafadz akad yang disepakati 
oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka 
akad yang dilakukan adalah sah, tanpa melihat niat dibalik perjanjian 
tersebut. Jika tidak ada indikasi yang menunjukan niat dari pelaku akad 
maka berlaku kaidah “ patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan 
hak Allah adalah niat. Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba 
adalah lafadz.” Akan tetapi jika tujuan dari orang yang bertransaksi dapat 
dilihat tanda-tandanya maka berlaku kaidah “yang menjadi patokan dasar 
dalam berakad adalah niat dan makna bukan lafadz dan bentuk ucapan.”  
c. Golongan yang menolak Sadd a - ar ʻah sebagai hujjah dalam 
penetapan hukum syara‟ adalah golongan ḍahiriyah. Alasan mereka 
adalah sebagaimana prinsip teologi mereka yaitu ketika menentukan 
suatu hukum harus berdasarkan nash, dan tidak boleh berdasarkan 
logika. Jadi mereka menetukan hukum dari dalil-dalil qaṭʻi sedangkan 
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Sadd a - ar ʻah merupakan hasil olah pikir atau penalaran dari dalil-
dalil yang sifatnya ẓanni.  
Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut tidak lantas menghapus Sadd 
a - ar ʻah sbagai suatu jalan dalam menentukan hukum-hukum syara‟. 
Lembaga MUI di Indonesia masih menggunakanya sebagai metode dalam 
berhujjah. Contohnya adalah pelarangan kosmetik yang bertujuan untuk 
meningkatkan rangsangan syahwat dilarang. Karena mengkhawatirkan 
menimbulkan rangsangan yang kemungkinan akan berdampak menuju 
suatu perbuatan yang haram.
41
 
4. Rukun dan Macam-macam Sadd a - ar ʻah 
Menurut Muhammad Hasyim Al Burhani seperti yang dikutip oleh 
Hifdhotul Munawaroh  menetapkan rukun a - ar ʻah menjadi 3, yaitu:  
a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara 
washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga 
keadaan:  
1. Maksud dan tujuan perbuatan tersebut adalah untuk perbuatan yang 
lain, seperti bai‟u al ajal.  
2. Maksud dan tujuan perbuatan tersebut adalah untuk perbuatan itu 
sendiri, seperti mencaci atau mencela sembahan orang lain. 
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3. Perbuatan tersebuat menjadi sebuah asas atau wasilah. Seperti 
larangan seorang wanita menghentakkan kaki yang ditakutkan akan 
memperlihatkan perhiasan tersembunyi. 
b. Kuatnya tuduhan kepadanya (Al-ifḍa). Inilah yang menjadi penghubung 
antara washilah terhadap perbuatan yang dilarang. Yaitu adanya 
tuduhan dan dugaan yang sangat kuat bahwa perbuatan tersebut akan 
membawa kepada mafsadah.  
c. Kepada perbuatan yang dilarang. Ulama mengatakan rukun yang ketiga 
ini sebagai Al Mammu (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan 
tersebut tidak dilarang atau mubah, maka jalan atau  ariʻah tersebut 
hukumnya tidak dilarang.
42
 
Dzariah dikelompokan dengan melihat berbagai sisi ,yaitu:  
1. Dengan melihat kepada akibat atau dampak yang ditimbulkannya, Ibnu 
Qayyim membagi  ariʻah seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin 
ada empat macam, yaitu: 
a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan 
menimbulkan kerusakan (mafsadah). 
b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), 
namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi 
sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah). 
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c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak 
disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan 
pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, 
yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada 
kebaikan (maslahah) yang diraih. 
d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang 
bisa menimbulkan keburukan (mafsadah) tetapi kebaikan yang 
ditimbulakan lebih besar daripada kerusakanya.
43
 
2. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, menurut Syatibiy yang 
dikutip oleh Ma‟ruf Amin membagi Sadd a - ar ʻah kepada empat 
macam, yaitu:  
a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang 
pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada 
waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari 
rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang 
tersebut.sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi 
penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan 
mafsadah. 
b. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau 
perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu 
dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti 
menggali lobang di kebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli 
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makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan 
seperti ini dipebolehkan karena tidak mebawa mafsadah atau 
kerusakan. 
c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa 
kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang 
dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur 
kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada 
penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.  
d.  Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung 
keMaslaḥatan,tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan,seperti 
jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa 
kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk 
riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama 
madzhab.
44
 
3. Menurut Al Qarafi Yang dikutip oleh Hifdhotul Munawaroh dilihat dari 
hukumnya, Sadd a - ar ʻah dibagi menjadi 3, yaitu: 
a. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki 
berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa 
penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci-maki Allah 
seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di 
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tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa 
dilewati dan akan mencelakakan orang. 
b. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa 
menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang 
diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada 
kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga 
meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.  
c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau 
diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi 
jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada 
unsur riba.
45
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BAB III 
KONSEP T      DALAM FATWA DSN-MUI NOMOR 54/DSN-
MUI/V/2006 TENTANG SY RI  H CARD  
 
A. Majelis Ulama Indonesia 
MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah Lembaga yang mewadahi ulama, 
zu‟ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina 
dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama 
Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan 
tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. 
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia 
Sejarah terbentuknya MUI tidak lepas dari dampak masa kolonial di 
Indonesia. Dalam menghadapi politik pecah belah ( Devide et Impera) 
oleh pemeritah kolonial Belanda pada masa Perang Asia Timur Raya 
(1941-1945), umat Islam Indonesia terselamatkan oleh Ulama dari 
beberapa pimpinan partai politik Islam dan berhasil membentuk Majelis 
Islam Ala Indonesia (MIAI) pada 21 september 1937 dengan ketuanya 
K.H. Abdoel Wahid Hasjim yang menjadikan para ulama untuk tetap 
konsisten pada perjuangan kemerdekaan Indonesia
1
 
MIAI merupakan cikal bakal terbentuknnya MUI pada tanggal 26 Juli 
1975 sebagai sebuah gerakan Islam untuk wadah muyawarah dan tempat 
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berkumpul para Ulama, Zu‟ama, dan Cendikiawan Muslim yang mampu 
memecahkan masalah sosial keagamaan.
2
 
MUI terdiri dari para ulama, cendekiawan dan zu‟ama yang datang dari 
berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang 
ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang 
ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, 
NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math‟laul 
Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas 
Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan 
POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh 
perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah 
kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para 
ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah 
“Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta 
musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. 
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah 
berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana 
energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok 
dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam 
perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia 
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sebagai wadah musyawarah para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim 
berusaha untuk:
3
 
a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia 
dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang 
diridhoi Allah Subhanahu wa Ta‟ala; 
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan 
kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan 
kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-
umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa 
serta; 
c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan 
penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna 
mensukseskan pembangunan nasional; 
d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga 
Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan 
tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan 
mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
4
 
Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali 
musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, 
yaitu: 
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  Https://Mui.Or/Sejarah-Mui/, Diakses Tanggal 03 Mei 2019 
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a. 1977 – 1981 Prof. Dr. Hamka 
b. 1981 – 1983 KH. Syukri Ghozali 
c. 1983 – 1990 KH. Hasan Basri 
d. 1990 – 2000 Prof. KH. Ali Yafie 
e. 2000 – 2014 KH. M. Sahal Mahfudz 
f. 2014 – 2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin 
g. 2015 – Sekarang Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin5 
Ketua Umum MUI yang pertama, kedua, ketiga, dan kelima telah 
meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan yang 
keempat dan dua yang terakhir masih terus berkhidmah untuk memimpin 
majelis para ulama ini. 
Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan 
cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, 
Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, 
Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi 
kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan 
otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini 
ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan 
terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan 
pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. 
Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan 
umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak 
                                                             
5
 Ibid 
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dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi 
organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan 
dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan 
keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, 
adalah wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari 
berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama 
Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan 
kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar 
negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-
masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama 
Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis 
Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan 
bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan 
tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen 
bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama 
Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai 
Rahmat bagi Seluruh Alam.
6
 
2. Visi dan Misi MUI  
Adapun visi yang diemban Oleh Majelis Ulama Indonesia adalah 
“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan 
kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi 
umat Islam melalui aktualisasi potensi Ulama dan cendikiawan muslim 
                                                             
6
 Ibid  
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untuk kejayaan umat Islam guna perwujudanya.” Dengan demikian posisi 
MUI adalah sebagai dewan pertimbangan syariʻat Nasional. Guna 
mewujudkan Islam yang penuh rahmat ditengah kehidupan umat manusia 
dan masyarkat Indonesia.  
Kemudian Misi Majelis Ulama Indonesia adalah “Menggerakan 
kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu 
mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk 
aqidah Islamiyah dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam 
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang baik” 
3. Struktur Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia 
Berikut ini susunan lengkap struktur dan personalia organisasi MUI 
masa khidmat 2015-2020.  
Dewan Pertimbangan 
Ketua   : Prof Dr HM Din Syamsuddin MA 
Wakil Ketua  : Prof Dr Nasaruddin Umar MA., 
  Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MA., 
  Prof Dr Azyumardi Azra MA.,  
Sekretaris  : Dr. H  Noor Ahmad MA., 
Wakil Sekretaris : Drs Natsir Zubaidi 
      Dr Bachtiar Nasir 
      Dewan Pimpinan MUI 
Ketua Umum  : Dr KH Ma‟ruf Amin 
Wakil Ketua  : Prof Dr Yunahar Ilyas LC MA 
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  Drs. H. Zainut Tauhid Sa‟adi, M.si 
Ketua Ketua : Drs H Basri Bermanda MBA (Ketua Bidang 
Hukum dan Perundang-Undangan) 
   KH. Muhyidin Djunaidi, MA ( Keua Bidang 
Hubungan L 
Dr H Yusnar  Yusuf Msi (ketua bidang kerukunan 
antar umat Islam beragama) 
Prof Dr H Maman Abdurrahman (ketua bidang 
pekerjaan dan penelitian) 
Prof Dr Hj Huzaemah T Yanggo (ketua Bidang 
Fatwa) 
Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA (Ketua Bidang 
Perempuan, Remaja, dan Keluaraga) 
KH Muhyidin Junaidi MA (ketua Bidang Hubungan 
Laur Negeri dan Kerjasama Internasional) 
KH Abdullah Jaidi(ketua bidang pendidikan dan 
kaderasi) 
Drs H Zainut Tauhid Sa‟adi MSi 
Ir H Lukmanul Hakim Msi (Ketua Bidang 
Pemberdayaan Ekonomi Umat) 
Dr KH Sodikun Msi (Ketua Bidang Pembinaan Seni 
Budaya Islam)  
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KH Abdusomad Buchari ( Ketua Bidang Dakwah 
Dan Pengembangan Masyarakat) 
 Sekretaris Jenderal : Dr H Anwar Abbas MM MAg 
 Wakil Sekretaris Jenderal :   Dr KH Tengku Zulkarnain MA 
Dr Amirsyah Tambunan 
Dr H Zaitun Rasmin 
Dr Najamudin Ramli 
Drs H Sholahuddin Al Ayubi MSi 
Rofiqul Umam SH MH 
Dr Hj Valina Subekti 
H Misbahul Ulum Msi 
Bendahara Umum : Prof Dr Hj Amani Lubis 
Bendahara   : dr Fahmi Darmawansyah MM 
  Yusuf Muhamad 
  Dr HM Nadratuzzaman Hosen 
  Drs H Iing Solihin 
  Burhan Muhsin
7
 
B. Pemikiran MUI dalam Proses „Istinbaṭ Hukum 
Lembaga MUI lebih Independent dan Aspiratif karena tidak dibawah 
pengawasan pemerintah. Tetapi memiliki peran strategis di Indonesia sebagai 
wadah umat Islam untuk menyampaikan Aspirasi. Hubungan antara MUI dan 
pemerintah semakin jelas dengan kebijakan presiden Susilo Bambang 
                                                             
7
 Htpps://Mui.Or.Id/Kepengurusan-Mui/  Diakses 02 Mei 2019 Pukul: 19.15 
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Yudhoyono yang menetapkan anggaran MUI pusat bersumber dari APBN 
sedangkan MUI daerah dari APBD provinsi./Kabupaten. Sebelum MUI 
menentukan Fatwa sebelumnya MUI akan mendengarkan pendapat Ahli 
dalam masalah tertentu sehingga menghasilkan fatwa yang tepat. Fatwa MUI 
merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak 
mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi addresat-nya untuk 
mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun disisi lain melalui pola-pola 
tertentu, materi yang terkandung dalm fatwa MUI dapat diserap dan 
ditransformasikan menjadi muatan peraturan perundang-undangan,
8
 
 Menjadi sebuah bagian dari MUI adalah Dewan Syariʻah Nasional (DSN) 
MUI merupakan badan yang dibentuk oleh MUI untuk mewujudkan Aspirasi 
umat Islam dalam bidang Ekonomi. Hal ini dilakukan untuk medorong 
penerapan perekonomian dan keuangan menurut prinsip Syariʻah. Fatwa-
fatwa DSN MUI menjadi pedoman bagi BI, Bapepam, dan kementrian 
keuangan dan LKS yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 
Syariʻah dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Disisi lain pemerintah 
dalam hal BI, Bapepam, dan departemen keuangan mengatur bahwa produk 
atau kegiatan usaha Syariʻah harus mendapat persetujusn dahulu dari DSN 
MUI dalam bentuk fatwa DSN MUI.
9
  Untuk menjalankan peranya DSN 
MUI mempunyai otoritas untuk : 
                                                             
8
 Nahar Nahrawi, Nuhrison Dkk, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Mui) Dalam Prespejtif 
Hukum Dan Perundang-Undangan,(Jakarta: Kementrian Agama Ri, 2012) Hlm.6 Cetakan Ke-2  
9
 Ibid Hlm 259 
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1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas Syariʻah di masing-
masing lembaga keuangan Syariʻah dan menjadi dasar tindakan hukum 
terkait. 
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang 
dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti kementrian keuangan dan 
Bank Indonesia. 
3. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama 
yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariʻah pada suatu lembaga 
keuangan Syariʻah.  
4. Mengundang para ahi untuk menjelaskan suatu permasalahan yang 
diperlukan dalam pembahasan ekonomi Syariʻah, termasuk otoritas 
moneter/lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri. 
5. Memberikan rekomendasi kepada lembaga keuangan Syariʻah untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh 
Dewan Syariʻah Nasional. 
6. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan 
apabila perintah tidak didengar.
10
  
Secara umum MUI menyusun pedoman penetapan Fatwa Majelis Ulama 
Indonesia Nomor :U-596/MUI/X/1997. Dalam pedoman tersebut disebutkan 
bahwa MUI menetapkan fatwa harus berupa pendapat hukum yang memiliki 
dasar yang kuat dengan menjadikan pegangan Al-qur‟an, Al hadis, Ijma‟, 
                                                             
10
 Ahyar Ari Garo Dan Ade Irawan Taufik, “Kedudukan Fatwa Dewan Syariʻah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariʻah (Prespektif 
Hukum Perbankan Syariʻah)”, Jurnal Rechtsvinding, (Jakarts : Vol.1 No.2, 2012) Hlm 261 
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qiyas dan dalil-dalil lainya. Dasar pijakan MUI menyusun Fatwa berdasarkan 
ijma‟ Ulama. Imam syafi‟i menyebutkan “tidak ada seorangpun yang boleh 
menyebutkan halal atau haram melainkan harus dengan dasar ilmiah yaitu 
dengan Al-qur‟an, hadis, ijma‟  qiyas. Keempat dalil ini merupakan 
kesepakatan jumhur ulama. Tetapi meskipun demikian bukan berarti MUI 
tidak menggunakan dalil lain seperti Istisḥān, Istisḥāb, Sadd żarīʻah dan yang 
lain
11
  .  
Lebih lanjut lagi apabila dalam memutuskan fatwa hanya ada satu 
pendapat dalam masalah itu maka MUI akan menetapkanya sebagai fatwa 
dan apabila ada dua atau lebih pendapat maka MUI akan melakukan Tarjih 
dengan mencari dasar yang paling kuat.
12
 Selanjutnya apabila MUI tidak 
menemukan pendapat terdahulu dari para Ulama maka MUI akan melakukan 
metode Ilḥaq Al masaʻil bi naza‟iriha (menganalogikan dengan masalah 
serupa) metode ini dengan memperharikan Mulḥaq bih( masalah yang belum 
dibahas ulama) dengan  mulḥaq „alaih (masalah yang sudah dibahas para 
ulama) dan wajh al ilḥaq( bentuk persamaanya). Metode ini lebih dikenal 
dengan metode takhrij.
13
  
Dalam SK Nomor : 6/MUNAS/VII/MUI102005, MUI menetapkan butir 
tentang kriteria Maslaḥat. Pertama : Maslaḥat menurut hukum Islam dalah 
tercapainya tujuan hukum Islam (Maqaṣid Syariʻah) yang diwujudkan melalui 
                                                             
11
 Al Fakhri Zakirnan, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ,Jurnal Iain Pontianak 
, Hlm164 Diakses Di Https://Jurnaliainpontianak.Or.Id  
12
 Ibid 
13
 Ibid Hlm 166 
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terpeliharanya kebutuhan primer (Ḍaruriyat Al khamsah ) yaitu Agama, akal, 
harta, jiwa, keturunan. Kedua: Maslaḥat yang dibenarkan oleh syariat adalah 
Maslaḥat yang tidak bertentangan dengan nash. Yang ketiga:  yang berhak 
menentukan Maslaḥat atau tidak menurut syara adalah lembaga yang 
mempunyai kompetensi dibidang Syariʻah dan dilakukan melaui ijtihad 
jama‟i.14  
Secara metodologis proses penetapan Fatwa MUI ada (5) lima tahapan. 
Pertama, sebelum mengeluarkan fatwa MUI meninjau terlebih dahulu 
masalah berdasarkan pandangan Imam Mahdzab yang dikaji secara serius 
dengan dalil-dalilnya. Kedua, masalah-masalah yang jelas hukumnya 
(Qaṭ‟iyah) ditetapkan apa adanya. Hal ini adalah bukti dari manifestasi 
pendekatan Naṣ Qaṭʻi , qauli, dan manḥaji. Ketiga, jika ada masalah yang 
diperselisihkan Imam madzhab maka diselesaikan dengan mencari titik 
temunya dengan menggabungkan dan menyesuaikan permasalahan (Al-jam‟u 
wat-taufiq) atau dengan men-Tarjih salah satu pendapat dengan fiqh madzha 
perbandingan. Keempat, masalah yang tidak ditemukan hukumnya dalam 
madzhab maka akan ditetapkan dengan ijtihad jama‟i (kolektif) dengan 
metode bayani, taklili(Qiyas  Istihsan  Ilḥaqi) , Istishlahi, dan Sadd a -
 ar ʻah. Kelima, fatwa harus selalu memperhatikan kemaṣlaḥatan 
umum(mashalih ammah) dan tujuan syariat Islam (maqaṣiḍ Syariʻah). 15 
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 Ibid Hlm 168 
15
 Jamal Ma‟mur, Peran Fatwa Mui Dalam Berbangsa Dan Bernegara ( Talfiq Manhaji 
Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa Mui) Jurnal Wahana Akademika, Vol.05, No.02, 2018,  
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C. FATWA DSN-MUI NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG 
SY RI  H CARD 
Salah satu dari tujuan perumusan fatwa ini  adalah untuk memberikan 
kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan 
transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariʻah dipandang perlu menyediakan 
sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang 
dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul 
dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk 
melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu 
dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan 
pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran 
tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran.
16
 
Karena dalam kartu kredit menggunakan sistem bunga yang tidak sesuai 
denga prinsip islam maka DSN-MUI perlu merumuskan fatwa DSN-MUI 
NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 TENTANG SYARIʻAH CARD. Sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan kartu kredit Syariʻah untuk memenuhi 
kebutuhan masyarkat.  
Dalam fatwa ini memuat 7 ketentuan tentang pedoman pelaksanaan 
syariah card adapun ketentuan dalam fatwa tersebut antara lain adalah :
17
 
 
  
                                                             
16
 Himpunan Fatwa Keuangan Syariʻah Dwan Syariʻahnasional Mui, Dsn-Mui, 
(Jakarta:Erlangga, 2014)Hlm.303 
17
 Ibid, Hlm 304 
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1. Ketentuan umum. 
Dalam ketentuan ini memuat pengertian Syariʻah card, para pihak 
yang terlibat, dan mekanisme Syariʻah charge card, termasuk 
perumusan akad yang digunakan. Dalam ketentuan ini juga 
membahas tentang ketentuan taʻ  ḍ dan denda keterlambatan. 
2. Ketentuan hukum 
Bahwa Syariʻah card diperbolehkan selama mengikuti ketentuan 
dalam fatwa tersebut. 
3. Ketentuan akad  
Akad yang digunakan dalam Syariʻah Card adalah sebagai berikut : 
a. Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (k fil) 
bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban 
bayar (dayn) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu 
dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau 
ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit 
kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah). 
b. Qarḍ; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman 
(muqriḍ) kepada Pemegang Kartu(muqtariḍ) melalui penarikan 
tunai dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. 
c. Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem 
pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas 
Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee. 
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4. Ketentuan batasan dalam Syariʻah card 
Batasan-batasan dalam pelaksanaan Syariʻah card antara lain adalah : 
a. Tidak menimbulkan riba. 
b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan 
Syariʻah. 
c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (ʻisraf), dengan 
cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 
d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial 
untuk melunasi pada waktunya. 
e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan Syariʻah 
5. Ketentuan Fee  
Dalam penetapan fee atau upah dalam Syariʻah card ditetapkan pada 
saat akad dilakukan. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah: 
a. Iuran keanggotaan (membership fee) 
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-
ʻuḍwiyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang 
Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan fasilitas kartu. 
b. Merchant fee 
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek 
transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara 
(samsarah), pemasaran (taṣwiq) dan penagihan (taḥs l al-dayn). 
c. Fee penarikan uang tunai 
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Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum 
saḥb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas 
yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. 
d. Fee Kafalah 
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas 
pemberian Kafalah. 
6. Ketentuan Taʻ  ḍ dan Denda 
Dalam ketentuan ini memuat tentang ganti rugi dan denda yang 
dapat di kenakan kepada pemegang kartu. Bunyi ketentuan tersebut 
adala sebagai berikut:  
a. Penerbit Kartu dapat mengenakan Taʻ  ḍ, yaitu ganti rugi 
terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat 
keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya 
yang telah jatuh tempo. 
b. Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan 
pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. 
7. Ketentuan penutup  
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariʻah 
atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah.
18
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D. Penerapan T      dalam Syariʻah Charge Card di Perbankan Syariʻah 
Dalam penerapan taʻ  ḍ sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kredit 
macet. Perlu kita ketahui bagaimana taʻ  ḍ di terapkan agar dapat diambil 
kesimpulan apakah penerapan ganti rugi tersebut sesuai dengan pendapat para 
ulama. Sebab jika transaksi yang dilakukan menimbulkan kewajiban yang 
berupa hutang maka penambahan dalam hutang adalah riba. Dan haruslah kita 
lihat apakah kerugian yang ditagihkan oleh perbankan merupakan rill loss 
yang dialami ataukah potensial loss.  
Penulis memberi contoh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan BNI 
Syariʻah di situs resmi BNI Syariʻah dalam produk iB hasanah. Dalam 
kaitannya tentang taʻ  ḍ tertulis pada poin no 1.9 tentang penagihan dan 
pemblokiran disana tertulis “Transaksi yang dilakukan pemegang kartu akan 
ditagihkan setiap bulan dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran 
sebelum tanggal jatuh tempo sejumlah minimum pembayaran yang telah 
ditentukan. Jika pemegang kartu tidak melakukan pembayaran sampai 
dengan jatuh tempo maka akan dikenakan biaya taʻ  ḍ yang besarnya 
ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila sampai dengan 
tanggal cetak penagihan bulan berikutnya pembayaran masih belum diterima 
oleh bank, maka BNI iB Hasanah Card Anda akan terblokir secara otomatis 
dan baru dapat digunakan kembali satu hari kerja setelah pembayaran 
diterima bank.”19  
                                                             
19
Https://Www.BniSyariʻah.Co.Id/Idid/Personal/Kartuibhasanah/Ketentuanumumibhasan
ahcard. Diakses Tanggal 03 Mei 2019 Pukul 13.06 
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 Berikutnya adalah ketentuan taʻ  ḍ dalam poin biaya penagihan 1.14 
tentang biaya penagihan yang berbunyi Bank berhak membebankan biaya 
penagihan (taʻ  ḍ) kepada pemegang kartu. Besarnya biaya penagihan 
(taʻ  ḍ) sesuai kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan 
oleh bank termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara, biaya 
arbitase/pengadilan, penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan 
penagihan dan biaya lain-lain. 
Dalam nilai taʻ  ḍ sudah ditentukan pihak bank BNI Syariʻah dalam Tabel 
berikut:  
Taʻ  ḍ BNI Syariʻah produk iB hasanah20 
Waktu Keterlambatan Classic Gold Platinum 
x day - 29 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
30 - 59 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
60 - 89 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
90 - 119 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
120 - 149 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
150 - 179 days Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,- 
> 180 days Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,- 
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 Https://Www.BniSyariʻah.Co.Id/Id-Id/Personal/Kartuibhasanah/Tarifibhasanahcard 
Diakses Tanggal 03 Mei 2019 Pukul 13.19 
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 Dalam menentukan taʻ  ḍ BNI Syariʻah membaginya menjadi beberapa 
golongan. Adapun status kolektibilitas pembayaran pada Hasanah Card 
antara lain : 
1. Lancar 
Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan Hasanah Card tepat waktu 
dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu jatuh tempo. Unit 
Collection mencetak billing statement pada tanggal 18 dan mengirimnya 
pada tanggal 19 atau 20 kepada nasabah dan diharapkan nasabah sudah 
menerimanya sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal tujuh bulan 
berikutnya. 
2. Dalam Perhatian Khusus 
Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan Hasanah Card belum 
dilakukan pada 0 – 89 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini 
BNI Syariʻah mengenakan Taʻ  ḍ atau biaya ganti rugi atas keterlambatan 
pembayaran, melaksanakan upaya penagihan melalui SMS blast (Short 
Message Services atau layanan pesan singkat) dan panggilan 
teleponkepada nasabah untuk mengingatkan bahwa sudah melewati 
tanggal jatuh tempo serta membuat janji bertemu dengan nasabah atau 
mendatangi langsung kerumah maupun kantor nasabah, dan melakukan 
pembatalan sementara terhadap fasilitas Hasanah Card dimana 
pemblokiran ini sifatnya sementara yang dapat digunakan kembali jika 
nasabah melunasi kewajibannya. 
3. Kurang Lancar 
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Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit Hasanah Card 
masih belum dilakukan pada 90-119 hari kalender setelah jatuh tempo. 
Pada kondisi ini BNI Syariʻah mengenakan taʻ  ḍ yang lebih tinggi, 
melaksanakan upaya penagihan, dan melakukan pembatalan permanent 
terhadap fasilitas Hasanah Card. 
4. Diragukan 
Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit Hasanah Card 
masih belum dilakukan pada 120-179 hari kalender setelah jatuh tempo. 
Pada kondisi ini BNI Syariʻah mengenakan Taʻ  ḍ yang lebih tinggi, 
melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif. 
5. Macet 
Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit Hasanah Card 
masih belum dilakukan setelah lewatnya 180 hari kalender setelah jatuh 
tempo. Pada kondisi ini BNI Syariʻah mengenakan taʻ  ḍ yang lebih 
tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif melalui 
petugas lapangan atau pihak ketiga atau aparat hukum atau lembaga 
peradilan.
21
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 Nadia Amanda, Penerapan Ta‟ iḍ Pada Pemegang Syariʻah Card..., Hlm 151-152 
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BAB IV 
ANALISIS FATWA DSN-MUI NOMOR 42/DSN-MUI/V/2004 TENTANG  
SYARIAH CHARGE CARD DALAM PRESPEKTIF S DD   -  R   H 
 
A. Dasar hukum ta,widh dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 54/DSN-
MUI/X/2006 Tentang  syariah card 
Fatwa yang dirumuskan oleh DSN-MUI sudah di analisa dengan detail 
oleh para ahli di bidang-nya. Sehingga memiliki landasan hukum dan dil-dalil 
yang kuat dibalik aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam fatwa 
tersebut. Dalam hal taʻ  ḍ sebagai solusi kredit macet DSN-MUI ada 
beberapa fatwa yang dirumuskam salah satunya adalah Fatwa DSN no: 
54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card berkaitan dengan taʻ  ḍ dan 
denda berbunyi sebagai berikut: 
“Ketentuan taʻ  ḍ dan Denda: 
1. Taʻ  ḍ  
Penerbit kartu dapat mengenakan taʻ  ḍ, yaitu ganti rugi terhadap 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan 
pemegang kartu dalam membayar kewajjiban yang telah jatuh tempo. 
2. Denda Keterlambatan (Late Charge). 
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran 
yang akan diakui sebagai dana sosial.”1 
                                                             
1
 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional Mui, Dsn-Mui, 
(Jakarta:Erlangga, 2014)Hlm.303 
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 Yang berikutnya adalah Fatwa no : 17/DSN-MUI/XI/2000 Tentang Sanksi 
Nasabah Yang Menunda-nunda Pembayaran yang berbunyi “Nasabah yang 
mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai 
kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan 
sanksi...” 
 Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas 
dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal 
dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.
2
  
 Dan fatwa yang mengatur taʻ  ḍ berikutnya  adalah fatwa no: 
42/DSN_MUI/V/2004, Tentang Syariah Charge Card, mengenai ketentuan 
denda, yang berbunyi :  
 Ketentuan taʻ  ḍ dan Denda 
1. Taʻ  ḍ  
Penerbit Kartu dapat mengenakan ta‟ idh, yaitu ganti rugi terhadap 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan 
pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. 
2. Denda keterlambatan (late charge) 
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran 
yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.
3
 
                                                             
2
  Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dwan Syariahnasional Mui, Dsn-Mui, 
(Jakarta:Erlangga, 2014)Hlm.121 
3
 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dwan Syariahnasional Mui, Dsn-Mui, 
(Jakarta:Erlangga, 2014)Hlm. 229-241 
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Dalam fatwa tersebut tertulis bahwa pihak penerbit kartu dapat 
mengenakan denda keterlambatan kepada nasabah yang belum membayar 
setelah jatuh tempo.  
Dasar hukum yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-
MUI/X/2006 Tentang  Syariah Card adalah sebagai berikut: 
1. Firman Allah SWT, antara lain: 
    QS. al-Ma-idah [5]:1: 
        َبٝ ب َٖ َُّٝأ  َِ ْٝ ِزَّىا  ْاُْ٘ ٍَ آ  ْاُ٘ك ْٗ َ أ ،ِد ْ٘ ُُقؼْىِبث  ْذَّيُِدأ  ٌْ َُنى  ُخ ََ ْٞ ِٖ َث  ًِ َبؼَّْلأا  َّلِإ ب ٍَ َْٚيُزٝ 
 ٌْ ُنْٞ َيَػ  َشْٞ َؿ ِّٜيِذ ٍُ  ِذْٞ َّظىا  ٌْ ُ زَّأ َٗ ، ً ُشُد  َُّ ِإ  َّاللّ  ٌُ ُنَْذٝ ب ٍَ  ُذْٝ ُِشٝ . 
         
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. 
(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu 
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya."
4
 
 
QS. al-Baqarah [2]: 275: 
         َِ ْٝ ِزَّىا  َُ ُ٘يُْمَؤٝ َبث ِّشىا  َل  َُ ٘ ٍُ َُ٘قٝ  َِّلإ ب ََ َم  ًُ َُ٘قٝ ِٛزَّىا  ُُٔطَّجََخَزٝ  ُ بَطَّْٞشىا 
 َِ ٍِ ، ِّظ ََ ْىا  َلَِىر  ٌْ ُٖ َّ َِّؤث اُ٘ىَبق ب ََ َِّّإ  ْىا ُغْٞ َج  ُْوث ٍِ ،َبث ِّشىا  َّوََدأ َٗ  ُ َّاللّ  َغْٞ َجْىا  ًَ َّشَد َٗ 
،َبث ِّشىا  ِْ ََ َك  َُٓءبَج   خَظِػ ْ٘ ٍَ  ِْ ٍِ  ِٔ ِّثَس َٖٚ َزّْ َبك  ََُٔيك ب ٍَ ،ََقيَع  ُُٓش ٍْ َأ َٗ َٚىِإ ،ِ َّاللّ 
 ِْ ٍَ َٗ  َدبَػ  َِلَئىَُٗؤك  ُةبَذَْطأ  ِسبَّْىا  ٌْ ُٕ ب َٖ ِٞك ُ ْٗ ُذِىبَخ . 
        
 "Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan 
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); 
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi 
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya."
5
 
                                                             
4
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemahanya ..., Hlm. 106 
5
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran Dan Terjemahanya ..., Hlm. 47 
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QS. al-Nisa' [4]: 29: 
        َبٝ ب َٖ َُّٝأ  َِ ْٝ ِزَّىا  ْاُْ٘ ٍَ آ  َل  ْاُ٘يُْمَؤر  ٌْ َُنىا َ٘ ٍْ َ أ  ٌْ َُنَْْٞث َبجْىِبث ِوِط  َّلِإ َُأ  َُ ْ٘ َُنر   حَسبَِجر 
َِػ   عاََشر ، ٌْ ُنْ ٍِّ  َل َٗ  ْاُُ٘يزَْقر ، ٌْ ُنَُغلَّأ  َُّ ِإ  َّاللّ  َُ بَم  ٌْ ُنِث ب  َ ْٞ ِدَس . 
 
"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 
kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu."
6
 
 
QS. al-Baqarah [2]: 280: 
         ُْ ِإ َٗ  َُ بَم  ْٗ ُر   حَشْغُػ   حَشَِظَْك َِٚىإ ، حَشَغْٞ ٍَ  ُْ َأ َٗ  ْاُ٘قَّذََظر   شْٞ َخ  َّى ٌْ ُن  ُْ ِإ  ٌْ ُ زْْ ُم 
 َُ ٘ َُ َيَْؼر. 
 
"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian 
atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."
7
 
 
2. Hadis Rasulullah SAW : 
Hadis Nabi riwayat Jama'ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim 
dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa'i 
dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu 
Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, 
Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah), Nabi SAW 
bersabda: 
         ُوْط ٍَ  ِ ّٜ َِْـْىا   ٌ ْيُظ  … 
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
adalah suatu kezaliman …" 
                                                                                                                                                                      
 
6
 Ibid  Hlm. 83 
7
 Ibid  Hlm. 47 
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 Sebagaimana di kutib dalam kitab fathul bari, oleh Ibnu Hajar Al-
Asqalani 
8
Hadist ini merupakan dasar diperbolehkanya mendesak orang 
yang memiliki hutang untuk segera melunasi hutangnya.
9
 Jadi dalam 
hadis ini terkandung bahwa menunda hutang oleh orang yang sebenarnya 
mampu merupakan perbutan aniaya.  
Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari 
Syuraid bin Suwaid, Nabi SAW bersabda: 
         ُّٜ َى  ِذِجا َ٘ ْىا  ُّوُِذٝ  َُٔضْشِػ  ََُٔزث ْ٘ ُقُػ َٗ  
 
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, 
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya."  
  
Hadist ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu 
Majah, dan Al-Bukhari secara ta‟liq (tanpa menyebutkan sanadnya), 
dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar.
10
dikutib dari kitab Fathul bari oleh 
Ibnu Hajar  kitab Istiqarḍ.11 
Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW 
bersabda: 
         َُّ ِإ  ٌْ ُمَشْٞ َخ  ٌْ ُُنَْغَْدأ   ءبََضق  
        
                                                             
8
 Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Syarah Shahih Bukhori, (Beirut: Darul Fikr,2000), 
Juz 4 Hlm.464  
9
 Abu Abdillah Muhammad As-Sarbini,Hukum Menunda-Nunda Hutang,Majalah Asy-
Syariah, Edisi 101-110, No.108 
10
 Ibid 
11
 Ibnu Hajar Al-Iskandari, Fathul Bari‟ Syarah Shahih Bukhori..., Juz 5, Hlm 62 
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 "Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik 
dalam pembayaran utangnya." 
12
 
  
Hadist ini merupakan potongan dari hadis dalam kitab shahih 
bukhori no hadis 2393 yaitu sebagai berikut : 
 ِْ َػ َِٜثأ  َحَشْٝ َشُٕ  َٜ ِضَس  ُ َّاللّ ،ُْْٔ َػ  َق َهب : َُ بَم   وُجَشِى َٚيَػ  ِ ّٜ ِجَّْىا 
َّٚيَط  ُالله  ِٔ ْٞ َيَػ  ٌَ َّيَع َٗ   ِ ِع  َِ ٍِ ،ِِوثِلإا  َُٓءبََجك ،ُٓبَضبََقزَٝ  َهَبَقك َّٚيَط 
 ُالله  ِٔ ْٞ َيَػ  ٌَ َّيَع َٗ :« ُُٓ٘طَْػأ»، اُ٘جَيََطك ،ُ َِّْٔع  ٌْ َيَك اُٗذَِجٝ  َُٔى  َّلِإ بًِّْع 
،ب َٖ َق ْ٘ َك  َهَبقَك(( : ُُٓ٘طَْػأ))،  َهَبقَك :َِْٜزْٞ َك ْٗ َ أ َٚك َٗ  ُ َّاللّ ،َِلث  َهَبق  ُّٜ ِجَّْىا 
َّٚيَط  ُالله  ِٔ ْٞ َيَػ  ٌَ َّيَع َٗ(( : َُّ ِإ  ٌْ ُمَسَبِٞخ  ٌْ ُُنَْغَْدأ ءبََضق))   
Artinya: "abu Hurairah radhiyallahu „anhu meri ayatkan bah a 
seseorang pernah mendatangi Nabi Muhammad shallallahu „alaihi 
wasallam menagih hutang seekor onta, lalu Rasulullah shallallahu 
„alaihi  asallam bersabda: “Berikan kepadanya.”  mereka berkata: 
“Kami tidak mendapati kecuali onta yang lebih baik daripada 
ontanya.” Maka lelaki tersebut berkata: “Engkau telah memberikan 
lebih kepadaku  semoga Allah melebihkanmu.”  lalu Rasulullah 
shallallahu „alahii  asallam bersabda: “Berikanlah kepadanya  karena 
sesungguhnya termasuk dari manusia yang paling baik adalah orang 
yang paling baik melunasi hutang"  
 
Menurut Ibnu Hajar bahwa bahwa rasulullah memberikan kepada 
pemilik onta lebih dari hak-nya yang menunjukan kemuliaan hati 
Rasulullah dan kebaikan akhlaknya.  
Menurut Al-Qurtubi bahwa kesepakatan umat muslim bahwa 
mensyaratkan tambahan di dalam hutang adalah riba walaupun hanya 
segenggam dari tepung. Diperbolehkan mengembalikan lebih baik dari 
                                                             
12
 Al Bukhori, Shohih Al Bukhori, (Riyadh: Baitul Afkar Ad Dauliyah)..., Hlm.183 
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apa yang dipinjam. Jika tidak disyaratkan sebelumnya . karena hal 
tersebut termasuk dari kebaikan.
13
  
3. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah 
Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran; 
4. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh; 
5.  Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Taʻ  ḍ. 
 
B. Analisis dan Konsep Penerapan dalam Produk Syariah Card 
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  
SYARIAH CARD 
1. Implementasi taʻ  ḍ pada produk syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI 
No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  SYARIAH CARD 
Dalam penerapan taʻ  ḍ penulis mengambil contoh dari salah satu Bank di 
Indonesia yaitu dalam produk iB Hasannah di BNI syariah. Dalam 
Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan BNI Syariah di situs resmi BNI 
Syariah dalam produk iB Hasannah. Dalam kaitannya tentang taʻ  ḍ 
tertulis pada poin no 1.9 tentang penagihan dan pemblokiran disana tertulis 
“Transaksi yang dilakukan pemegang kartu akan ditagihkan setiap bulan 
dan pemegang kartu wajib melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh 
tempo sejumlah minimum pembayaran yang telah ditentukan. Jika 
pemegang kartu tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo 
maka akan dikenakan biaya ta‟ idh yang besarnya ditetapkan sesuai 
                                                             
13
 Ibnu Abdillah Bin Muhammad Bin Muhammad Al-Anshori  Al-Qurtubi, Al-Jami‟ Li 
Ahkamil Qur‟an,(Daar Ibnul Jauzi,2006) Cet 1, Juz 3, Hlm.241 
67 
 
 
ketentuan yang berlaku dan apabila sampai dengan tanggal cetak 
penagihan bulan berikutnya pembayaran masih belum diterima oleh bank, 
maka BNI iB Hasanah Card Anda akan terblokir secara otomatis dan 
baru dapat digunakan kembali satu hari kerja setelah pembayaran 
diterima bank.”14 Dalam ketentuan tersebut tertulis jika pemegang kartu 
tidak melakukan pembayaran sampai jatuh tempo maka pihak bank akan 
menjatuhkan taʻ  ḍ sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak disebutkan 
adanya usaha penagihan atau verivikasi kemampuan nasabah terhadap 
hutangnya. 
Berikutnya adalah ketentuan Taʻ  ḍ dalam poin biaya penagihan 1.14 
tentang biaya penagihan yang berbunyi Bank berhak membebankan biaya 
penagihan (taʻ  ḍ) kepada pemegang kartu. Besarnya biaya penagihan 
(taʻ  ḍ) sesuai kerugian riil yang terjadi akibat penagihan yang dilakukan 
oleh bank termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengacara, biaya 
arbitase/pengadilan, penggunaan jasa pihak ketiga untuk melakukan 
penagihan dan biaya lain-lain. 
 
 
 
 
 
                                                             
14
Https://Www.Bnisyariah.Co.Id/Idid/Personal/Kartuibhasanah/Ketentuanumumibhasana
hcard. Diakses Tanggal 03 Mei 2019 Pukul 13.06 
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Dalam nilai Taʻ  ḍ sudah ditentukan pihak PT. BNI Syariah dalam 
Tabel berikut:  
   Taʻ  ḍ BNI Syariah produk iB hasanah15 
Waktu Keterlambatan Classic Gold Platinum 
x day - 29 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
30 - 59 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
60 - 89 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
90 - 119 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
120 - 149 days Rp 57.000,- Rp 57.000,- Rp 57.000,- 
150 - 179 days Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,- 
> 180 days Rp 150.000,- Rp 150.000,- Rp 150.000,- 
 
 Dalam menentukan taʻ  ḍ BNI Syariah membaginya menjadi beberapa 
golongan. Adapun status kolektibilitas pembayaran pada Hasanah Card 
antara lain : 
a. Lancar 
Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan Hasanah Card tepat waktu 
dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu jatuh tempo. Unit 
Collection mencetak billing statement pada tanggal 18 dan mengirimnya 
pada tanggal 19 atau 20 kepada nasabah dan diharapkan nasabah sudah 
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Https://Www.Bnisyariah.Co.Id/Id-Id/Personal/Kartuibhasanah/Tarifibhasanahcard 
Diakses Tanggal 03 Mei 2019 Pukul 13.19 
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menerimanya sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal tujuh bulan 
berikutnya. 
b. Dalam Perhatian Khusus 
Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan Hasanah Card belum 
dilakukan pada 0 – 89 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini 
BNI Syariah mengenakan ta‟ idh atau biaya ganti rugi atas keterlambatan 
pembayaran, melaksanakan upaya penagihan melalui SMS blast (Short 
Message Services atau layanan pesan singkat) dan panggilan telepon 
kepada nasabah untuk mengingatkan bahwa sudah melewati tanggal jatuh 
tempo serta membuat janji bertemu dengan nasabah atau mendatangi 
langsung kerumah maupun kantor nasabah, dan melakukan pembatalan 
sementara terhadap fasilitas Hasanah Card dimana pemblokiran ini 
sifatnya sementara yang dapat digunakan kembali jika nasabah melunasi 
kewajibannya. 
c. Kurang Lancar 
Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit Hasanah Card 
masih belum dilakukan pada 90-119 hari kalender setelah jatuh tempo. 
Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan taʻ  ḍ yang lebih tinggi, 
melaksanakan upaya penagihan, dan melakukan pembatalan permanent 
terhadap fasilitas Hasanah Card. 
d. Diragukan 
Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit Hasanah Card 
masih belum dilakukan pada 120-179 hari kalender setelah jatuh tempo. 
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Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan ta‟ idh yang lebih tinggi, 
melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif. 
e. Macet 
Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu kredit Hasanah Card 
masih belum dilakukan setelah lewatnya 180 hari kalender setelah jatuh 
tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan ta‟ idh yang lebih 
tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif melalui 
petugas lapangan atau pihak ketiga atau aparat hukum atau lembaga 
peradilan.
16
  
2. Analisa konsep Taʻ  ḍ dalam implementasi Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-
MUI/X/2006 
 Ketentuan yang diatur oleh BNI syariah tidak bertentangan dengan fatwa 
DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  SYARIAH CARD. Karena 
dalam ketentuan Ta,widh dalam fatwa tersebut hanya tertulis “Penerbit Kartu 
dapat mengenakan ta‟ iḍ, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam 
membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.”  Namun tidak ada 
ketegasan bahwa kerugian yang dapat di tanggung sebagai ta,widh adalah 
kerugian riil. Dan yang terjadi dalam penerapan taʻ  ḍ ditetapkan dan 
disepakati di awal transaksi dengan tabel yaang besarnya berdasarkan lama 
keterlambatan setelah jatuh tempo dan jenis kartu nasabah. 
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 Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan taʻ  ḍ menurut Prof. Dr. Al Qarh 
Daghi yang dikutip dalam kitab muamalah kontemporer taʻ  ḍ berbeda 
dengan penalty yang dianggap sama dengan riba oleh seluruh ulama. 
Diamana besar nominal taʻ  ḍ tidak ditentukan dari semula akan tetapi 
ditetapkan berdasarkan kerugian riil yang diderita oleh pihak bank sedangkan 
besar nominal penalty ditetapkan semenjak transaksi dibuat berdasarkan 
perhitungan waktu.
17
 
 Penetapan taʻ  ḍ yang tidak didasarkan pada kerugian riil juga tidak 
sesuai dengan pendapat Abdul Hamid Muhammad Al-Ba‟li, taʻ  ḍ adalah 
ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan 
pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran yang 
dapat diperhitungkan secara logis. Dapat dipahami bahwa taʻ  ḍ merupakan 
solusi bagi bank syariah untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi 
dimana ganti rugi tersebut didasarkan pada kerugian riil yang sudah terjadi.
18
 
 Dalam Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  SYARIAH 
CARD, tidak sepenuhnya bertentangan dengan konsep taʻ  ḍ yang 
dirumuskan para ulama tapi taʻ  ḍ yang dirumuskan MUI tidak menegaskan 
batasan-batasan yang jelas dalam mekanisme penetuan jumlah taʻ  ḍ. Hal ini 
menjadi penting karena ulama sepakat penambahan apapun dalam akad yang 
kewajibanya berupa hutang adalah riba. Seperti dalam tafsir Aṭ-ṭabari 
                                                             
17
 Khotibbul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembanganya..., 
Hlm.224 
18
 Wahbah Zuhaili, Nadzariyah Al Dhaman,.., Hlm.87 
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dikatakan bahwa:“Pihak yang mengambil riba diistilahkan dengan “murbin” 
karena usahanya “melipatgandakan” harta yang ditetapkan kepada pihak 
yang berutang, baik secara kontan (ḥalan) atau dengan jalan menetapkan 
tambahan kepada pihak yang berutang sebab tempo pengembalian (ajal), 
yaitu penundaannya garim (pihak yang berutang) kepada “murbin” lalu 
menetapkan tambahan atas aset yang dipinjam sampai masa jatuh tempo, 
yang mana hal ini berlaku sebelum pihak gharim melunasi utangnya.”19  
 
3. Analisis Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  SYARIAH 
CARD Dalam Prespektif Sadd a - ar ʻah 
Dalam analisa Taʻ  ḍ dalam Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 
Tentang  SYARIAH CARD prespektif Sadd a - ar ʻah penulis memberikan 
dua pandangan dalam mengkritisi konsep Taʻ  ḍ tersebut. 
a. Pandangan intolerir Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  
SYARIAH CARD Sebagai Jalan Kepada Mafsadah. 
Dalam fatwa tersebut mengenai ketentuan Taʻ  ḍ yang berbunyi 
“Penerbit Kartu dapat mengenakan ta‟ idh  yaitu ganti rugi terhadap 
biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan 
pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.” 
Yang disandarkan hukumnya pada Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, 
Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid, Nabi SAW bersabda: 
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 Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Bin Yazid Bin Khlmid At-Thabari, Jami'ul Bayan Fi 
Ta'wil Qur'an, (Beirut: Darul Ma‟arif,) Juz 6, Hlm 
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         ُّٜ َى  ِذِجا َ٘ ْىا  ُّوُِذٝ  َُٔضْشِػ  ََُٔزث ْ٘ ُقُػ َٗ  
 
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, 
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya." Dimana 
tidak ada ulama sebelumnya yang menafsirkan hadist tersebut bahwa ganti 
rugi yang dimaksud adalah berupa barang atau uang serupa melainkan 
sanksi nama baik dan penjara.
20
 Adapun ulama kontemporer yang 
memperbolehkan Taʻ  ḍ dengan Uang adalah Prof. Dr. Al Qarh Daghi 
namun besar nominal Taʻ  ḍ tidak ditentukan dari semula akan tetapi 
ditetapkan berdasarkan kerugian riil yang diderita oleh pihak bank 
sedangkan besar nominal penalty ditetapkan semenjak transaksi dibuat 
berdasarkan perhitungan waktu.
21
 
Oleh sebab itu perlu kehati-hatian dalam penerapan taʻ  ḍ dalam fatwa 
DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  SYARIAH CARD. 
Meskipun Fatwa tersebut tidak secara langsung membawa kepada 
perbuatan yang memiliki potensi besar akan terjadinya riba jahiliyyah. 
Seperti yang disebutkan oleh Muhammad Hasyim Al Burhani fatwa 
tersebut dapat  menjadi sebuah asas atau wasilah.
22
 Dan apabila dilihat dari 
tingkatan a - ar ʻah menurut Asy-Syatiby hal ini merupakan Perbuatan 
                                                             
20
 Erwandi Tharmidzi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, (Bogor: Berkat Insani 
2018), Cetakan 18, Hlm 471 
21
 Ibid 
22
 Hifdhotul Munawaroh, Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh 
Kontenporer..., Hlm 67 
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yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung 
keMaslaḥatan,tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual 
beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, 
namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli 
seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab.
23
 
Dalam ketentuan Denda keterlambatan (late charge) adalah denda 
akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya 
sebagai dana sosial. Penetapan denda keterlambatan bertujuan untuk 
memberi efek jera kepaada nasabah yang dengan sengaja menunda-nunda 
pembayaran hutang. Tetapi syariah tegas dalam menetapkan bahwa 
penambahan terhadap hutang adalah riba. Dalil penyaluran denda 
keterlambatan tersebut tidak kuat. Karena alokasi dana sosial dapat 
menimbukan image baik yang diterima pihak bank. Dimana hal itu sama 
saja dengan menarik manfaat dalam hutang
24
. Argumen ini memenuhi 
rukun dzari‟ah yang dirumuskan oleh Ibnu Qayyim Suatu perbuatan yang 
pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan 
suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap 
terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih 
besar akibatnya dari pada kebaikan (maslahah) yang diraih
25
 
                                                             
23
 Ibid Hlm 70 
24
 Erwndi Thirmidzi, Fiqh Muamalat Kontemporer,... Hlm 469  
25
 Hifdhotul Munawaroh, Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh 
Kontenporer..., Hlm 67 
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b. Pandangan Tolerir Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  
SYARIAH CARD Sebagai Wasilah Kepada Maslahah. 
Dalam perkembangan ekonomi yang maju menuntut sistem ekonomi 
syariah agar dapat bersaing dengan ekonomi konvensional dimana yang 
bertujuan untuk mencpai kegiatan ekonomi yang berkah dan sesuai prinsip 
Islam. Hal itu yang mendasari DSN MUI membuat regulasi agar lembaga 
ekonomi syariah dapat menjalankan bisnis yang dibutuhkan sesuai 
perkembangan zaman, salah satu-nya adalah syariah card. Salah satu 
masalah yang sering terjadi adalah kredit macet atau nasabah yang dengan 
sengaja , menunda-nunda pembayaran sehingga dapat merugikan pihak 
Bank syariah dalam hal opeasional maupun administratif.  
DSN-MUI merumuskan fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 
Tentang  SYARIAH CARD untuk memberikan argumen yang kuat tentang 
prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Termasuk dalam ketentuan 
taʻ  ḍ bertujuan untuk melindungi pihak bank dari kerugian administratif 
jika nasabah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. Penerbit Kartu 
dapat mengenakan ta‟ idh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu 
dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo
26
. Maka dalam hal 
ini ketentuan taʻ  ḍ dalam fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 
Tentang  SYARIAH CARD merupakan wasilah menuju maslahah 
sebagaimana dalam pengertian Dzari‟ah menurut Wahbah Zuahilly dan 
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 Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dwan Syariah Nasional Mui, Dsn-Mui, 
(Jakarta:Erlangga, 2014)Hlm.304  
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Ibnu Qayyim yaitu melarang dan menolak sesuatu yang dapat menjadi 
sarana kepada keharaman untuk mencegah kerusakan dan bahaya. Dan 
menurut Badran bahwa dzari‟ah adalah:  
 َٜ ِٕ  ُوِط ْ٘ َىا  َٚ ِىإ  ِئْٞ َّشىا ع ْ٘ ُ ـْ َْ َىا و َِ َزْشَىا َٚيَػ   َحذَغْل ٍَ                          
                      
 
Artinya : “Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang”27. 
 
Dan memenuhi rukun menurut Muhammad Hasyim Al-Burhani yaitu: 
a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara 
washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga 
keadaan:  
1. Maksud dan tujuan perbuatan tersebut adalah untuk perbuatan yang 
lain, seperti bay‟u al ajal.  
2. Maksud dan tujuan perbuatan tersebut adalah untuk perbuatan itu 
sendiri, seperti mencaci atau mencela sembahan orang lain. 
3. Perbuatan tersebuat menjadi sebuah asas atau wasilah. Seperti 
larangan seorang wanita menghentakkan kaki yang ditakutkan akan 
memperlihatkan perhiasan tersembunyi. 
b. Kuatnya tuduhan kepadanya (Al-ifḍa‟). Inilah yang menjadi 
penghubung antara washilah terhadap perbuatan yang dilarang. Yaitu 
adanya tuduhan dan dugaan yang sangat kuat bahwa perbuatan tersebut 
akan membawa kepada mafsadah.  
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 Ibid 
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c. Kepada perbuatan yang dilarang. Ulama mengatakan rukun yang ketiga 
ini sebagai Al Mammu (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan 
tersebut tidak dilarang atau mubah, maka wasilah atau dzariah tersebut 
hukumnya tidak dilarang.
28
 
Dalam pandangan ini berasumsi bahwa madharat atau mafsadah yang 
diduga kuat akan muncul adalah kerugian bank yang dikarenakan nasabah 
yang menunda-nunda pembayaran. Oleh sebab DSN-MUI merumuskan 
Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  SYARIAH CARD 
agar kerugian bank syariah dapat dihindari. Maka fatwa tersebut 
merupakan jalan / wasilah menuju maslahah dalam hal ini adalah 
terhindarnya bank dari kerugian yang disebabkan nasabah yang dengan 
sengaja menunda-nunda pembayaran. 
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 Hifdhotul Munawaroh, Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh 
Kontemporer..., Hlm 67 
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BAB V 
PENUTUP  
 
A. Kesimpulan  
Ketentuan yang diatur oleh BNI syariah tidak bertentangan dengan fatwa 
DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang  SYARIAH CARD. Karena 
dalam ketentuan Taʻ  ḍ dalam fatwa tersebut hanya tertulis “Penerbit Kartu 
dapat mengenakan Taʻ  ḍ, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang 
dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam 
membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.” Namun tidak ada 
ketegasan bahwa kerugian yang dapat di tanggung sebagai taʻ  ḍ adalah 
kerugian riil. Dan yang terjadi dalam penerapan taʻ  ḍ ditetapkan dan 
disepakati di awal transaksi dengan tabel yaang besarnya berdasarkan lama 
keterlambatan setelah jatuh tempo dan jenis kartu nasabah.  
Dalam prespektif Sadd a - ar ʻah penulis menganalisa menurut 2 
pandangan yang berbeda yang pertama Seperti yang disebutkan oleh 
Muhammad Hasyim Al Burhani fatwa tersebut dapat  menjadi sebuah asas atau 
wasilah.
1
 Dan apabila dilihat dari tingkatan a - ar ʻah menurut Asy-Syatibiy 
hal ini merupakan Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena 
mengandung keMaslaḥatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, 
seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa 
kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual 
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 Hifdhotul Munawaroh, Sadd Al Dzariat Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh 
Kontenporer..., Hlm 67 
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beli seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab.
2
 Kemudian 
pandangan tolerir dimana Dalam pandangan ini berasumsi bahwa madharat 
atau mafsadah yang diduga kuat akan muncul adalah kerugian bank yang 
dikarenakan nasabah yang menunda-nunda pembayaran. 
 
B. Saran – saran 
Saran penulis untuk peneliitian berikutnya adalah mengkaji tentang 
pertimbangan hakim pengadilan agama dalam memutus tuntutan taʻ  ḍ, 
dengan pertimbangan apa seorang hakim mengadili perkara ekonomi syariah 
ketika sengketa tersebut meuntut adanya ganti rugi/taʻ  ḍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
2
 Ibid Hlm 70 
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LAMPIRAN 
Fatwa DSN-MUI NOMOR 54/DSN-MUI/V/2006 
TENTANG SY RI’ H C RD 
 
FATWA 
DEWAN SYARI‟AH NASIONAL 
Nomor 54/DSN-MUI/X/2006
1
 
Tentang 
Syari‟ah Card 
 ٌِ ِٞد َّشىٱ ِِ  ََ ْد َّشىٱ ِ َّللَّٱ ٌِ ْغِث 
Dewan Syari‟ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah 
Menimbang  :   
    bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan 
bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syari‟ah 
dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran 
dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan 
pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, 
termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, 
di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi 
terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban 
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada 
waktu yang disepakati secara angsuran; 
                                                             
1
 Himpunan Fatwa Keuangan Syari‟ah Dwan Syari‟ahNasional MUI, DSN-MUI, 
(Jakarta:Erlangga, 2014)hlm.303 
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    bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (interest) 
sehingga tidak sesuai dengan prinsip syari‟ah; 
    bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai 
syari‟ah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syari‟ah 
Card ( ُبَزئلا خقبطث) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan 
pedoman. 
Mengingat  :   
Firman Allah SWT, antara lain: 
QS. al-Ma-idah [5]:1: 
 
         ٌْ َُنى ْذَّيُِدأ ،ِد ْ٘ ُُقؼْىِبث ْاُ٘ك ْٗ َ أ ْاُْ٘ ٍَ آ َِ ْٝ ِزَّىا ب َٖ َُّٝأ َبٝ  ٌْ ُنَْٞيَػ َْٚيُزٝ ب ٍَ  َّلِإ ًِ َبؼَّْلأا ُخ ََ ْٞ ِٖ َث
 ُذْٝ ُِشٝ ب ٍَ  ٌُ ُنَْذٝ َّاللّ َُّ ِإ ، ً ُشُد ٌْ ُ زَّأ َٗ  ِذْٞ َّظىا ِّٜيِذ ٍُ  َشْٞ َؿ. 
 
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu 
binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian 
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan 
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang 
dikehendaki-Nya." 
         
QS. al-Isra' [17]: 34: 
 
         َّىِبث َّلِإ ٌِ ْٞ َِزْٞىا َهب ٍَ  ا ْ٘ ُثَْشَقر َل َٗ ،ِذ ْٖ َؼْىِبث ْاُ٘ك ْٗ َ أ َٗ  ،ُ َّٓذَُشأ َُؾيَْجٝ َّٚزَد ُِ َغَْدأ َٜ ِٕ  ْٜ ِز
  لُٗؤْغ ٍَ  َُ بَم َذ ْٖ َؼْىا َُّ ِإ. 
         
"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, 
sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." 
 
      QS.Yusuf [12]: 72: 
 
          ٌ ْٞ ِػَص ِٔ ِث َبَّأ َٗ   شْٞ َِؼث ُو َْ ِد ِٔ ِث َءبَج ِْ ََ ِى َٗ  ِلِي ََ ْىا َعا َ٘ ُط ُذِقَْلّ ا ْ٘ ُىَبق. 
        
 "Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang 
siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” 
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      QS. al-Ma`idah [5]: 2: 
 
         ًَ اَشَذْىا َش ْٖ َّشىا َل َٗ  ِّاللّ َِشئَآؼَش ْا ُّ٘يُِذر َل ْاُْ٘ ٍَ آ َِ ِٝزَّىا ب َٖ َُّٝأ َبٝ  َل َٗ  َٛ ْذ َٖ ْىا َل َٗ
 ٌْ ُ زَْييَد َاِرإ َٗ  ، بّا َ٘ ْضِس َٗ  ٌْ ِٖ ِّث َّس ِ ٍِّ   لاَْضك َُ َُ٘ـزَْجٝ ًَ اَشَذْىا َذْٞ َجْىا َِ ٞ ٍِّ آ ل َٗ  َذِئَلآقْىا
 ْاَُٗذزَْؼر َُأ ًِ اَشَذْىا ِذِجْغ ََ ْىا ِ َػ ٌْ ُم ُّٗذَط ُْ َأ  ً ْ٘ َق ُ َآَْش ٌْ ُنَّْ ٍَ ِشَْجٝ َل َٗ  ،ْاُٗدبَطْطَبك
 ََؼر َٗ َُّ ِإ ،َّاللّ ْاُ٘قَّرا َٗ  ، ُِ ا َٗ ُْذؼْىا َٗ  ٌِ ْثِلإا َٚيَػ ْاُّ٘ َٗ َبَؼر َل َٗ  ،ٙ َ٘ ْقَّزىا َٗ  ِّشجْىا َٚيَػ ،ْاُّ٘ َٗ ب
 ِةَبقِؼْىا ُذِٝذَش َّاللّ. 
 
"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, 
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan 
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu 
telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah 
sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-
halangi kamu dari Masjidilharam, men-dorongmu berbuat aniaya (kepada 
mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 
Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-
Nya." 
 
        QS. al-Furqan [25]: 67: 
 
         َم َٗ  ،ا ْٗ ُُشزَْقٝ ٌْ َى َٗ  ا ْ٘ ُكِشُْغٝ ٌْ َى اَُ٘قلّْ َأ َاِرإ َِ ْٝ ِزَّىا َٗب  ٍ ا َ٘ َق َلَِىر َِ ْٞ َث َُ ب . 
 
"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 
berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di 
tengah-tengah antara yang demikian." 
 
        QS. al-Isra' [17]: 26-27: 
 
        …  َل َٗ ُ بَطَّْٞشىا َُ بَم َٗ  ، ِ ْٞ ِطَبٞ َّشىا َُ ا َ٘ ِْخإ ا ْ٘ ُّبَم َِ ْٝ ِس َِّزج َُ ْىا َُّ ِإ ،ا  ْشِٝزَْجر ْس َِّزُجر 
ا  س ْ٘ ُلَم ِٔ ِّثَشِى. 
 
"…Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 
syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." 
QS. al-Qashash [28]: 26: 
 
         ُِ ْٞ ٍِ َ ْلأا ُّٛ ِ٘ َقْىا َدْشَْجَؤزْعا ِ ٍَ  َْشَٞخ َُّ ِإ ،ُْٓشِْجَؤزْعا َِذَثأَآٝ ب ََ َُٕاذِْدإ َْذىَبق. 
         
"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
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paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya. 
QS. al-Baqarah [2]: 275: 
 
         َل َبث ِّشىا َُ ُ٘يُْمَؤٝ َِ ْٝ ِزَّىا  َِ ٍِ  ُ بَطَّْٞشىا ُُٔطَّجََخَزٝ ِٛزَّىا ًُ َُ٘قٝ ب ََ َم َِّلإ َُ ٘ ٍُ َُ٘قٝ
 ََ َك ،َبث ِّشىا ًَ َّشَد َٗ  َغْٞ َجْىا ُ َّاللّ َّوََدأ َٗ  ،َبث ِّشىا ُْوث ٍِ  ُغْٞ َجْىا ب ََ َِّّإ اُ٘ىَبق ٌْ ُٖ َّ َِّؤث َلَِىر ، ِّظ ََ ْىا ِْ
 ب ٍَ  ََُٔيك َٖٚ َزّْ َبك ِٔ ِّثَس ِْ ٍِ   خَظِػ ْ٘ ٍَ  َُٓءبَج َِلَئىَُٗؤك َدبَػ ِْ ٍَ َٗ  ،ِ َّاللّ َٚىِإ ُُٓش ٍْ َ أ َٗ  ،ََقيَع
ُ ْٗ ُذِىبَخ ب َٖ ِٞك ٌْ ُٕ ِسبَّْىا ُةبَذَْطأ. 
         
"Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah 
sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya." 
 
      QS. al-Nisa' [4]: 29: 
 
         َِػ  حَسبَِجر َُ ْ٘ َُنر َُأ َّلِإ ِوِطَبجْىِبث ٌْ َُنَْْٞث ٌْ َُنىا َ٘ ٍْ َ أ ْاُ٘يُْمَؤر َل ْاُْ٘ ٍَ آ َِ ْٝ ِزَّىا ب َٖ َُّٝأ َبٝ
ب  َ ْٞ ِدَس ٌْ ُنِث َُ بَم َّاللّ َُّ ِإ ، ٌْ ُنَُغلَّأ ْاُُ٘يزَْقر َل َٗ  ، ٌْ ُنْ ٍِّ   عاََشر. 
       
"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." 
 
      QS. al-Baqarah [2]: 282: 
 
         ُٓ ْ٘ ُ ُجزْمَبك ٚ ًَّ َغ ٍُ   وََجأ َٚىِإ ِ ْٝ َذِث ٌْ ُ زْْ ََٝاَذر َارِإ ا ْ٘ ُْ ٍَ آ َِ ْٝ ِزَّىا ب َٖ َُّٝؤٝ ... 
        
 "Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai 
sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis …" 
 
      QS. al-Baqarah [2]: 280: 
 
         ٌْ ُ زْْ ُم ُْ ِإ ٌْ ُنَّى  شْٞ َخ ْاُ٘قَّذََظر ُْ َأ َٗ  ، حَشَغْٞ ٍَ  َِٚىإ  حَشَِظَْك  حَشْغُػ ْٗ ُر َُ بَم ُْ ِإ َٗ
 َُ ٘ َُ َيَْؼر. 
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"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." 
 
Hadis Nabi SAW antara lain: 
Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi 
SAW bersabda: 
         ُّظىا َُ ٘ َُ ِيْغ َُ ْىا َٗ  ب  ٍ اَشَد َّوََدأ ْٗ َأ  َللاَد ًَ َّشَد ب  ذْيُط َّلِإ َِ ٞ َِ ِيْغ َُ ْىا َِ ْٞ َث  ِضئبَج ُخْي
  ً اَشَد َّوََدأ ْٗ َأ  َللاَد ًَ َّشَد ب طْشَش َّلِإ ٌْ ِٖ ِطُٗشُش َٚيَػا . 
         
"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh 
dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang 
halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan 
syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 
menghalalkan yang haram." 
 
Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari 
Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: 
         َساَشِض َل َٗ  َسَشَض َل  
"Tidak boleh membahayakan/merugikan (orang lain) dan tidak boleh 
membalas bahaya dengan bahaya." 
 
        Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa': 
 
         َهَبَقك ،ب َٖ ْٞ َيَػ َٜ ِ
ّيَُظِٞى  حَصَبَِْجث َٜ ُِرأ ٌَ
َّيَع َٗ  ِٔ ِىآ َٗ  ِٔ ْٞ َيَػ ُالله َّٚيَط َّٜ ِجَّْىا َُّ َأ : ْوَٕ
ا ْ٘ ُىَبق ؟  ِ ْٝ َد ِْ ٍِ  ِٔ ْٞ َيَػ : َهَبَقك ،َٙشُْخأ  حَصَبَِْجث َٜ ُِرأ ٌَّ ُ ث ، ِٔ ْٞ َيَػ 
َّٚيََظك ،َل : َٕ ِٔ ْٞ َيَػ ْو
ا ْ٘ ُىَبق ؟  ِ ْٝ َد ِْ ٍِ : َهَبق ، ٌْ ََؼّ : ََحدَبَزق ْ٘ َُثأ َهَبق ، ٌْ ُنِجِدبَط َٚيَػ ا ْ٘ ُّيَط : َبٝ ُُْْٔٝ َد َّٜ َيَػ
 ِٔ ْٞ َيَػ َّٚيََظك ،ِالله َه ْ٘ ُعَس 
        
"Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW jenazah seorang laki-laki 
untuk dishalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' 
Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian 
dihadap-kan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia 
mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 
'Shalatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu 
Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka 
Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." 
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Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibn Hibban dari Abu 
Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi SAW 
bersabda: 
 
          ً ِسبَؿ ٌُ ْٞ ِػ َّضىا 
         
"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menang-gung utang)." 
 
Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ad-Daruquthni dari Sa`d Ibn Abi 
Waqqash (teks Abu Dawud), ia berkata: 
 
         َبّب َٖ ََْك ،ب َٖ ْْ ٍِ  ِءب ََ ْىِبث َذِؼَع ب ٍَ َٗ  ِعْس َّضىا َِ ٍِ  ْٜ ِقا َ٘ َّغىا َٚيَػ ب ََ ِث َعَْسْلأا ِٛشُْنّ بَُّْم
  خ َّضِك ْٗ َ أ  تَٕ َزِث ب َٖ َِٝشُْنّ ُْ َأ َبَّش ٍَ َ أ َٗ  َلَِىر ِْ َػ ٌَ َّيَع َٗ  ِٔ ِىآ َٗ  ِٔ ْٞ َيَػ ُالله َّٚيَط ِالله ُه ْ٘ ُعَس. 
 
"Dulu kami menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian yang 
tumbuh di pinggir selokan dan yang tumbuh di bagian yang dialiri air; maka, 
Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar 
kami menyewakannya dengan emas atau perak." 
 
Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, 
Nabi SAW bersabda: 
 
         َُٓشَْجأ ُٔ َْ ِيُْؼَْٞيك ا  شْٞ َِجأ َشَْجَؤزْعا ِ ٍَ . 
 
"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." 
 
Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: 
 
         ًِ ْ٘ َٝ ِةَشُم ِْ ٍِ   َخثْشُم ُْْٔ َػ ُالله َج ََّشك ،َبّْٞ ُّذىا ِةَشُم ِْ ٍِ   َخثْشُم  ٌ ِيْغ ٍُ  ِْ َػ َج ََّشك ِْ ٍَ
 ِٔ ْٞ َِخأ ُِ ْ٘ َػ ْٜ ِك ُذَْجؼْىا ًَ َادب ٍَ  ِذَْجؼْىا ُِ ْ٘ َػ ْٜ ِك ُالله َٗ  ،ِخ ٍَ َبِٞقْىا. 
         
"Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, 
Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa 
menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya." 
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Hadis Nabi riwayat Jama'ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari 
Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa'i dari Abu 
Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah dan 
Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Malik dari Abu 
Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah), Nabi SAW bersabda: 
          ٌ ْيُظ ِ ّٜ َِْـْىا ُوْط ٍَ  … 
        
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu 
adalah suatu kezaliman …" 
 
Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraid 
bin Suwaid, Nabi SAW bersabda: 
 
         ُّٜ َى ََُٔزث ْ٘ ُقُػ َٗ  َُٔضْشِػ ُّوُِذٝ ِذِجا َ٘ ْىا  
         
"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, 
menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya." 
 
        Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: 
 
         ِإ  ءبََضق ٌْ ُُنَْغَْدأ ٌْ ُمَشْٞ َخ َُّ  
         
"Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam 
pembayaran utangnya." 
 
Kaidah Fikih, antara lain: 
Kaidah: 
 
         َػ  وْٞ َِىد َُّهَذٝ ُْ َأ َِّلإ ُخَدَبثِْلإا َِدلا ٍَ َبؼ َُ ْىا ِٜك ُوَْطلأابَٖ َِ ِْٝشَْذر َٚي  
         
"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada 
dalil yang mengharamkannya." 
 
Kaidah: 
 
         َْشِٞغْٞ َّزىا ُتِيَْجر ُخَّقَش ََ ىا 
        "Kesulitan dapat menarik kemudahan." 
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      Kaidah: 
 
         َْذق ُخَجبَذىا  ِحَس ْٗ ُش َّضىا ََخىِضْْ ٍَ  ُهِضْْ َر  
        "Keperluan dapat menduduki posisi darurat." 
 
      Kaidah: 
 
        ا ِعْشَّشىِبث ِِذثب
َّثىبَم ِفُْشؼْىِبث ُِذثبَّثى  
         
"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu 
yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan 
syariat)." 
 
      Kaidah: 
 
         ِخِىبَظ ََ ْىا ِتْيَج َٚيَػ  ً ََّذق ٍُ  ِذِعَبل ََ ْىا ُءَْسد 
         
"Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) 
atas mendatangkan kemaslahatan." 
 
Memperhatikan  :   
Pendapat fuqaha'; antara lain: 
a. Imam al-Dimyathi dalam kitab I'anah al-Thalibin, jilid III, h. 77-78: 
        (   عَْشق ِ ْٝ َذَم ُتَِجَٞع ب ََ ِث َل ( َُغَقَٞع ... َهَبق ُْ َ ؤَم َلِىر َٗ :  َخئب ٍِ  َازٕ ْعِشَْقأ
 ََ َض ُّخَِظٝ ََلاك ،ب َٖ ُْ ٍِ بَض َبَّأ َٗ  ِذثَبث ُشْٞ َؿ ُ ََّّٔلأ ُُّٔب . ِوَْظك ْٜ ِك ِحِسبَّشيِى ًَ ََّذَقر َْذق َٗ
ب َٖ ْٞ ِك ب ْ ٍِ بَض ُ ْ٘ َُنٝ ُ ََّّٔأ َٗ  َِخَىؤْغ ََ ْىا ِٓ ِزٕ ُشْمِر ِعَْشقْىا . َكَبُْٕ ُُٔرَسَبجِػ َٗ : َهَبق ْ٘ َى َٗ :
  َخئب ٍِ  َازٕ ْعِشَْقأ ... َأ ََخئب َِ ْىا َُٔضَشَْقَؤك  ِ ٍِ بَض ب َٖ َى َبَّأ َٗ َٚيَػ ب ْ ٍِ بَض َُ بَم ب َٖ َضَْؼث ْٗ
 ِٔ َج ْٗ َ ْلأا . َُّ َأ ِْ ٍِ  ُْْٔ َػ َّش ٍَ  ب ََ ِى ب ِٞكَبْ ٍُ  ُِ ب ََ َّضىا ِخ َّذِط ًِ َذَػ ِْ ٍِ  َبُْٕ ب ٍَ  ُ ْ٘ َُنَٞك
 ُ ب ََ َّضىا ََٔج ْٗ َ ْلأا. 
         
"(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu [hak] yang akan 
terjadi [muncul]  seperti piutang dari akad qardh) yang akan dilakukan…. 
Misalnya ia berkata: 'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku 
menjaminnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu 
belum terjadi (muncul).” 
 
Dalam pasal tentang qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini 
penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi dan menyatakan 
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bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai 
berikut: 'Seandainya seseorang berkata, Berilah orang ini utang sebanyak 
seratus dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara 
memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau 
sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin 
menurut pendapat yang paling kuat (awjah). Dengan demikian, pernyataan 
pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman 
(terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan 
dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang 
menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) dhaman." 
b. Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, jilid III, h. 202: 
 
        (  ُِ ْ٘ َُ ْض ََ ْىا ِٚك ُطََشزُْشٝ َٗ ( ُِ ْٝ َّذىا َ٘ ُٕ َٗ)… ُُّٔ ْ٘ َم ( بًّقَد)ب ِزثَبث ( ََلاك ،ِذَْقؼْىا َهبَد
 ْتَِجٝ ٌْ َى ب ٍَ  ُ ب ََ َض ُّخَِظٝ)… َِذقْىا َخ َّذَط َٗ ُتَِجَٞع ب ٍَ  َُ ب ََ َض ٌُ ْٝ ( ْٗ َأ ُُٔؼْٞ َِجَٞع ب ٍَ  ِ ََ َ ثَم
 ِٔ ْٞ َ ِىإ ْ٘ ُْػَذر َْذق َخَجبَذْىا َُّ َلأ ،ُُٔضِشُْقَٞع ب ٍَ . 
         
"(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang 
telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang 
yang belum terjadi.., (Qaul qadim Imam al-Syafi'i menyatakan sah 
penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang 
akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat 
kebutuhan orang terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut." 
 
        As-Syirazi dalam kitab al-Muhadzdzab, juz I, Kitab al-Ijarah, h. 394: 
 
         ِخَدَبج َُ ْىا ِغِكَبْ ََ ْىا َٚيَػ ِحَسبَجِْلإا ُذْقَػ ُص ْ٘ َُجٝ ... ِغِكَبْ ََ ْىا َٚىِإ َخَجبَذْىا َُّ لأ َٗ
 َك ، ُِ َبْٞػْلأا َٚىِإ ِخَجبَذْىبَم ُذْقَػ َص ْ٘ َُجٝ ُْ َأ َتَج َٗ  ُِ َبْٞػْلأا َٚيَػ ِغْٞ َجْىا ُذْقَػ َصبَج ب ََّ َي
 ِغِكَبْ ََ ْىا َٚيَػ ِحَسبَجِْلإا 
 
"Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa) atas manfaat yang 
dibolehkan… karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan 
terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah 
seharusnya dibolehkan pula akad ijarah atas manfaat." 
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        Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah, jilid 4, h. 221-222 : 
         ِلَنْىا ب َٖ ْٞ ِك ًُ َِضزَْيٝ ِٚزَّىا َٜ ِٕ  ِهب ََ
ْىِبث َُخىَبلَنْىا َٗ  ٜ ِىب ٍَ  ب  ٍ اَِضزِْىا ُوْٞا  
"Kafalah (jaminan) harta yaitu kafil (penjamin) berkewajib-an 
memberikan jaminan dalam bentuk harta." 
 
Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 
'Athiyah Shaqr, dalam kitab Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam, jilid 
5, h. 542-543: 
         ِغَْكذِث ِس ِّذَظ َُ ْيِى ُلْْ َجْىا ب َٖ ْٞ ِك ُذ َّٖ ََؼَزٝ ْٜ ِزَّىا َخََِّٝذَْزْغ َُ ْىا ِدَادب ََ ِزْػِْلإا َُّ ِإ
  ِضئبَج ب َٖ ِِيثَبق ٍُ  ْٜ ِك ُزَخُْؤٝ ْٛ ِزَّىا ُشَْجْلأا َٗ  ، حَِضئبَج ِدِس ْ٘ َزْغ َُ ْىا َٚيَػ َُٔى ِدبَّقََذزْغ َُ ْىا .
 َٗ َِخىا َ٘ َذْىا َٗ  َِخىبَم َ٘ ْىا َِ ْٞ َث ُس ْٗ ُ َذر ِو ٍُ َبؼَّزىا َازَٕ  ََخؼِْٞجَط َُّ َأ َٚيَػ َصا َ٘ َجْىا َج َّشَخ
 ُِ ب ََ َّضىا َٗ .  شَْجِؤث َُخىا َ٘ َذْىا َلَِىزَم َٗ  ،ب َٖ ِْٞك َخ ٍَ ْشُد َل  شَْجِؤث َُخىبَم َ٘ ْىا َٗ . ُ ب ََ َّضىا َٗ
 َّىا ِٓ بَجْىا ِ ََ َث َٚيَػ َُٔج َّشَخ  شَْجِؤث ِٓ ِصا َ٘ َِجث َهَبق َٗ  ،ِخَٕ اَشَنْىِبث َٗ  ِخ ٍَ ْشُذْىِبث ِٔ ْٞ ِك َوِْٞق ْٛ ِز
ب  ضْٝ َأ ُخَِّٞؼِكبَّشىا بَٕ َصبََجأ ْٜ ِزَّىا َِخىَبؼُجْىا َٚيَػ َُٔج َّشَخ ب ََ َم ،ُخَِّٞؼِكبَّشىا. 
         َّٖ ََؼَزٝ ْٜ ِزَّىا َٜ ِٕ َٗ  ،ب َٖ ِػا َ٘ ّْ
َ أ َٗ  ُِ ب ََ َّضىا ِدَبثبَطِخ ِْ َػ َسَّذََذر َٗب َٖ ِْٞك ُذ  
         ُُٔيِعُْشٝ  ة ْ٘ ُزْن ََ ِث ُلْْ َجْىا-- ِٔ ِيْٞ َِ َػ َِتيَط َٚيَػ  ءَبِْث--  ِوْٞ َِ َؼْىا ِ ِئَاد َٚىِإ
  حَِضئبَج ب َٖ َِّّإ َهَبق َٗ  ، ِٔ ِرب ٍَ اَِضزْىِل ِوْٞ َِ َؼْىا َزْٞ ِْلَْر ِٔ ْٞ ِك ُِ ََ َْضٝ . ب َٖ ََّّأ َٚيَػ َلَِىر َج َّشَخ َٗ
 َىَبلَم ْٗ َ أ  َخىبَم َٗب َٖ ْٞ ِك َخ ٍَ ْشُد َل ب ََ ِٖ ْٞ َيَػ َُخى ْ٘ َُ ُؼْىا َٗ  ، ُِ َبرَِضئبَج ب ََ ُٕ َٗ  ، خ . ْٜ ِك َذ ََ َ زْػا َٗ
 ِت ِٕ ا َٰ َز ََ ْىا ِٜك ِٔ ْقِلْىا ُِتزُم َٚيَػ َٗ  ِخَِّٝدبَظِزْقِلا ِسِدبَظ ََ ْىا َٗ  ِغِجاَش ََ ْىا َٚيَػ ِٔ ِزَعاَسِد
َخلَِيزْخ َُ ْىا ِٰ . 
 
"Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada 
eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. 
Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah 
boleh. Hukum "boleh" ini oleh Muhsthafa al-Hamsyari didasarkan pada 
karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad wakalah, 
hawalah dan dhaman (kafalah). Wakalah dengan imbalan (fee) tidak haram; 
demikian juga (tidak haram) hawalah dengan imbalan. 
Adapun dhaman (kafalah) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari 
disandarkan pada imbalan atas jasa jah (dignity, kewibawaan) yang menurut 
mazhab Syafi'i, hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa 
pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari 
juga menyandarkan dhaman (kafalah) dengan imbalan pada ju'alah yang 
dibolehkan oleh madzhab Syafi'i. 
Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi 
dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh 
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bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank 
akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan 
nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank 
garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan wakalah atau kafalah; 
dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan 
(fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan. 
 
Keputusan Hai‟ah al-Muhasabah wa al-Muraja‟ah li-al-Mu‟assasah al-
Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, al-Ma‟ayir al-Syar‟iyah Mei 2004: al-Mi‟yar 
al-Syar‟i, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-I‟timan.” 
Fatwa-fatwa DSN-MUI : 
Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah; 
Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah; 
Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah 
Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran; 
Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh; 
Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Taʻ iḍ. 
Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip 
syari‟ah dari bank-bank syari‟ah, antara lain dari: 
Bank Danamon Syari‟ah; 
Bank BNI Syari‟ah; dan 
Bank HSBC Syari‟ah. 
Hasil Workshop DSN-MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank 
Danamon Syari‟ah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syari‟ah, di Ciawi 
Bogor, pada Mei 2005. 
Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 
2006. 
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MEMUTUSKAN 
Menetapkan  : FATWA TENTANG SYARI‟AH CARD 
Pertama   : Ketentuan Umum 
Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan: 
Syari‟ah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang 
hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak 
berdasarkan prinsip syari‟ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. 
Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit 
kartu (mushdir al-bithaqah), pemegang kartu (hamil al-bithaqah) dan 
penerima kartu (merchant, tajir atau qabil al-bithaqah). 
Membership Fee (rusum al-‟udh iyah) adalah iuran keanggotaan, 
termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai 
imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan 
kesepakatan. 
Merchant Fee adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit 
kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai 
upah/imbalan (ujrah) atas jasa perantara (samsarah), pemasaran (taswiq) 
dan penagihan (tahsil al-dayn); 
Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk 
penarikan uang tunai (rusum sahb al-nuqud). 
Taʻ iḍ adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh 
penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar 
kewajibannya yang telah jatuh tempo. 
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Denda keterlambatan (late charge) adalah denda akibat keterlambatan 
pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. 
Kedua  : Ketentuan Hukum 
Syari‟ah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam 
fatwa ini. 
 
Ketiga  : Ketentuan Akad 
Akad yang digunakan dalam Syari‟ah Card adalah 
Kafalah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (kafil) bagi 
Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (dayn) 
yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, 
dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM bank Penerbit Kartu. 
Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah 
kafalah). 
Qardh; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman 
(muqridh) kepada Pemegang Kartu(muqtaridh) melalui penarikan tunai 
dari bank atau ATM bank Penerbit Kartu. 
Ijarah; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem 
pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, 
Pemegang Kartu dikenakan membership fee. 
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Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syari‟ah Card 
Tidak menimbulkan riba. 
Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syari‟ah. 
Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan cara 
antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. 
Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk 
melunasi pada waktunya. 
Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syari‟ah 
Kelima  : Ketentuan Fee 
Iuran keanggotaan (membership fee) 
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (rusum al-
‟udh iyah) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari 
pemegang Kartu sebagai imbalan (ujrah) atas izin penggunaan 
fasilitas kartu. 
Merchant fee 
Penerbit Kartuboleh menerima fee yang diambil dari harga objek 
transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (ujrah) atas perantara 
(samsarah), pemasaran (taswiq) dan penagihan (tahsil al-dayn). 
Fee penarikan uang tunai 
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (rusum 
sahb al-nuqud) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas 
yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan. 
Fee Kafalah 
99 
 
 
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas 
pemberian Kafalah. 
    Semua bentuk fee tersebut di atas (a sampai dengan d) harus 
ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, 
kecuali untuk merchant fee. 
Keenam  : Ketentuan Taʻ iḍ dan Denda 
Taʻ iḍ 
    Penerbit Kartu dapat mengenakan Taʻ iḍ, yaitu ganti rugi 
terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat 
keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang 
telah jatuh tempo. 
Denda keterlambatan (late charge) 
    Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan 
pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. 
Ketujuh  : Ketentuan Penutup 
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka 
penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari‟ah 
atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan 
melalui musyawarah. 
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Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di 
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 
sebagaimana mestinya. 
Ditetapkan di  : Jakarta   
Tanggal   : 11 Oktober 2006 M  
18 Ramadhan 1427 H 
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